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Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

I,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah




Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
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12.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014
Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 40);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang Dberwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Trenggalek.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Trenggalek.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah




.y

10.

a.

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran program RPJMD
Tahun 2016-2021 yang memuat evaluasi kinerja pembangunan
Daerah, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan prioritas

pembangunan Daerah Tahun 2018.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah:

sebagai pedoman bagi Perangakat Daerah dalam
menyusun RKPD Tahun 2018; dan




b. sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta

(1)

(2)

rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a.
b.

i

BAB 1
BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

PENUTUP |

Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2017
BUPA ,.’IngNGGALEK,

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 31 Mei 2017

BER.ITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 45
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap daerah
harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpaduy,
menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur
disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah,
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Trenggalek ini diharapkan
dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan
keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan
proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Dokumen RKPD disusun melalui pendekatan teknokratis, politis,
partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen
perencanaan yang tidak hanya memenubhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh
dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan
yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi
antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar
wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/
Kelurahan, Kecamatan dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD
Kabupaten.

Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD merupakan gambaran
investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen
sumberdaya yang lain, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus maupun Dana yang diusulkan dibiayai melalui APBD Provinsi dan APBN. Terhadap
kegiatan yang dibiayai dari dana dimaksud, dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting
sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran Perangkat Daerah.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua
stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi
pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut,
diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2018 secara umum
mempunyai nilai strategis, antara lain:
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

a) Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan
program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah;

b) Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah)
Tahun 2018;

c) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;

d) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018;

e) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi Ranperda tentang APBD;

f) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
daerah;

g) Menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan,
maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan
dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD
Tahap persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 meliputi:

a. Penyusunan rancangan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang pembentukan tim
penyusun RKPD Kabupaten Trenggalek;

b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan
memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan
pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 disusun dengan berpedoman

pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Trenggalek

tahun 2016-2021 yang dilakukan melalui penyelarasan :

a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah berpedoman pada RPJPD
Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun
2016-2021;

b. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana
program prioritas berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021;

c. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas
pembangunan provinsi dan nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD
Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2016-
2021, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta RPJMN tahun 2015-2019.

Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 terdiri atas
perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
a. Perumusan rancangan awal RKPD
Perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 mencakup:
1) Pengolahan data dan informasi;
2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten;
7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;
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8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerabh;
9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
10) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
b. Penyajian rancangan awal RKPD
Rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
1) Pendahuluan;
2) Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Laluy;
3) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4) Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
5) Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah;
6) Penutup.

3. Penyusunan Rancangan RKPD
Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD
menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah.
Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator
kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten sesuai
dengan rencana program prioritas rancangan awal RKPD kabupaten.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD Kabupaten Trenggalek dilaksanakan untuk penajaman, penyelasaran,
klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018.
Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:
a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah, kebijakan,
prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah
daerah kabupaten pada musrenbang RKPD di kecamatan.
Adapun rekapitulasi usulan program kegiatan yang dihasilkan pada musrenbang RKPD
di kecamatan berupa Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan (DURKP)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun
2018 ini
c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten;
d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
e. Sinergi dengan RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dilakukan lebih
bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap
sebelumnya atau Rancangan Awal RKPD.

6. Penetapan RKPD

RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RKPD
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman
penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018.
Selain itu, RKPD yang telah ditetapkan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang APBD Kabupaten Trenggalek
Tahun 2018 untuk memastikan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 telah disusun
berlandaskan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018.

Adapun skema tahapan penyusunan RKPD dapat dijelaskan pada Gambar dibawah
ini.
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Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota
(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)
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1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten
Trenggalek Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

0O ©
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021
serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, RPJM Nasional 2015-
2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019.

RKP Tahun 2018

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah “Memacu Investasi dan
Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, dengan sasaran yang harus dicapai
pada Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut :

1) Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,1%;
2) Angka Kemiskinan sebesar 12,5%;
3) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,44%);
4) Laju inflasi sebesar 3,5%.
Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional

dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dalam upaya
melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :
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1) Cita1
2) Cita2
3) Cita3
4) Cita 4
5) Cita5
6) Cita 6
7) Cita7

8) Cita8
9) Cita 9

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya;

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam
Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang
digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni : (1) norma

pembangunan;

(2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar

pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi
pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi
prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP
Tahun 2018. Prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pendidikan;
a) Pendidikan Vokasi
b) Peningkatan kualitas guru
2. Kesehatan;
a) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
b) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
c) Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Permukiman;
a) Penyediaan Perumahan Layak
b) Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

a)
b)
<)
d)
e)

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)

Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

5. Ketahanan Energi;
a) EBT dan Konservasi Energi
b) Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan;
a) Peningkatan Produksi pangan
b) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan;
a) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
b) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
¢) Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman;
a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan

inter-moda)

b) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9. Pembangunan Wilayah;
a) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
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b) Pembangunan Perdesaan
c) Reforma Agraria
d) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
e) Percepatan Pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
a) Penguatan Pertahanan
b) Stabilitas Politik dan Keamanan
¢) Kepastian Hukum
d) Reformasi Birokrasi

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa
Timur tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
RPJPN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025. Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 akan menjadi
acuan penyusunan RKPD Tahun 2018 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sejalan dengan permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta dalam rangka
mendukung prioritas pembangunan nasional Tahun 2018, maka tema RKPD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2018 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka
Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan
Pembangunan Di Jawa Timur” yang dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan Tahun 2018
yaitu :

1). Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan; melalui optimalisasi
pembangunan SMK Mini dalam menghadapi MEA Bosda SMK Mini,
peningkatan kemampuan vokasional dan profesional lulusan SMK,
pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

2). Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan; melalui
pengembangan taman posyandu, pengendalian penyakit kusta,
pengendalian HIV dan AIDS serta pengendalian penyakit TBC

3). Peningkatan Akses Pelayanan Dasar; melalui peningkatan ketersediaan dan cakupan
pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak;
Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh
masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

4). Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi; melalui Pengembangan IKM
Primer; Peningkatan Standarisasi Industri; Peningkatan Perdagangan Antar
Daerah; Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah untuk Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman Modal; Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi; Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5). Peningkatan Ketahanan Energi dan Kualitas LH; melalui ketersediaan dan
pengusahaan ketenagalistrikan; energi baru terbarukan bagi masyarakat
pedesaan dan terpencil; pengusahaan pertambangan dan produksi mineral
dan batuan, pengelolaan lingkungan pertambangan; informasi geologi dan
air bersih dari air tanah bagi masyarakat; meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan
hidup (IKLH); Meningkatkan role model sikap dan perilaku hidup
masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

6). Peningkatan Kedaulatan Pangan; melalui peningkatan produksi dan produktivitas
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan Kkehutanan;
pemeliharaan, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya air; efisiensi
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mekanisme pertanian; peningkatan indeks pertanaman; pembangunan
waduk/embung.

7). Penanggulangan Kemiskinan, dengan Fokus Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan Koperasi dan UMKM; melalui
peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan koperasi dan
UMKM.

8). Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas; melalui peningkatan kapasitas dan
kualitas jaringan jalan; konektivitas pendukung sektor unggulan; pelayanan
dasar perhubungan.

9). Pembangunan Wilayah; melalui peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan
dasar di daerah tertinggal, meningkatkan responsivitas dalam menangani
bencana pada tanggap darurat bencana di Jawa Timur.

10). Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan; melalui peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, peningkatan toleransi sosial, penyelenggaraan pemilihan
gubernur dan kepala daerah kabupaten/ kota.

RTRW Kabupaten Trenggalek 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas
penataan ruang yang tertuang pula pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang, yaitu : (a) Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c)
Keberlanjutan; (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan
dan kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan
(i) Akuntabilitas.
Pada prinsipnya, RTRW Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam
rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan
masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang
terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2031. Rentang waktu
tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada
setiap sektor, periodisasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut.
Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan
pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang
dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh
karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan
dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh
sebagian besar masyarakat.
Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan
perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 2
(dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi
sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan
yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing.
Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan
kegiatan utamanya adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) atau sebagai ibukota kabupaten, PKL Trenggalek mempunyai fungsi wilayah sebagai
pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman,
pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten.
2. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan
Watulimo dan perkotaan Durenan
a) PKLp Watulimo mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman,
perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, perikanan,
industri dan pariwisata.

b)PKLp Durenan mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman,
perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, dan industri.
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3. Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu perkotaan Panggul dan
perkotaan Kampak
a) PPK Panggul mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman,
pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal, pariwisata dan
industri.
b) PPK Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai pelayanan sosial dan pemerintahan
dan perdagangan dan jasa skala lokal.

Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan, karena berisikan
arahan yang memiliki nilai strategis nasional, propinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis
adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup nasional/propinsi/kabupaten terhadap pertahanan dan keamanan,
ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan dengan
kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh

2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi

3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air

4. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan pengertian tersebut, serta arahan pengembangan kawasan kegiatan
utama dari kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang kabupaten yang telah di analisa
sebelumnya, maka ditetapkan beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis. Antara
lain meliputi kawasan strategis ekonomi yaitu kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis
agropolitan dan minapolitan, kawasan strategis segitiga emas durenan, serta kawasan strategis
bendungan Tugu. Kawasan strategis lingkungan hidup yang meliputi kawasan hutan lindung,
kawasan perlindungan setempat, kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan lindung karst.
Kawasan strategis lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis
sempadan JLS.

Dengan mengacu kepada potensi dan permasalahan Kabupaten Trenggalek, dapat
disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran
pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya, yaitu:

1. Mengembangkan kawasan agropolitan berbasis potensi pertanian, perkebunan, dan
peternakan dengan menyediakan infrastruktur kawasan yang terintegrasi.

2. Mengembangkan industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan
sehingga produk yang dijual di pasar telah mengalami pengolahan terlebih dahulu.

3. Mengembangkan pusat produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang
didukung dengan ketersediaan infrastruktur kawasan yang terintegrasi.

4. Mengembangkan kawasan pariwisata alam dengan menawarkan paket wisata dan pola
perjalanan wisata.

5. Menyediakan sistem mitigasi bencana dan pengendalian pembangunan di kawasan
rawan bencana

6. Mewujudkan struktur ruang melalui penyediaan infrastruktur regional.

7. Penghijauan dan pengendalian secara ketat kawasan lindung dalam rangka pelestarian
lingkungan hidup.

8. Pemanfaatan lahan secara optimal untuk kegiatan budidaya.

9. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mewujudkan ruang yang aman.

RKPD harus selaras dan mendukung kebijakan program yang ada pada dokumen RTRW
Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032. Dimana RTRW adalah dokumen perencanaan jangka
panjang yang berbasis spasial yang di dalamnya juga mempedomani RPJPD Kabupaten
Trenggalek 2005-2025.
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RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Trenggalek adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan
daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 hingga
Tahun 2025. Pembangunan Tahap Ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya
saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya
manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Agenda yang dijalankan meliputi :

1) meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan pertanian serta menjamin

kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan
kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;

2) meningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai
wilayah desa dan kelompok tani;

3) peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio
teknologi, eco farming pasca panen produk sumberdaya pertanian;

4) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;

5) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;

6) peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;

7) mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prima;

8) efektifitas penanggulangan bencana;

9) penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagai bahan untuk
penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018. Prinsip-prinsip di dalam
penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1) Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2018, yang digunakan sebagai acuan
perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018, sesuai dengan rencana program prioritas pada
rancangan awal RKPD Tahun 2018;

2) Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru;

3) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam
rancangan Renja Perangkat Daerah, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting
terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

4) Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan
Perangkat Daerah, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja
Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program
prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
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1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB 1.

BAB II.

BAB III.

BAB1V.

BAB V.

BAB VI.

PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan, kedudukan dan keterkaitan
antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum,
maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika dokumen RKPD.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan terkait gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Trenggalek,
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan
realisasi RPJMD serta menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang
berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi
permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

Menjelaskan Tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang
antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan
dan kebijakan pemerintah Kabupaten Trengalek yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan. Bab ini berisi uraian mengenai strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah yang berisi tema pembangunan serta prioritas program dan
kegiatan pembangunan daerah.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berisikan penjelasan rincian program dan kegiatan pokok RKPD Tahun 2018.

PENUTUP

Berisikan Tentang kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RKPD
serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku
pembangunan lainnya.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD adalah untuk

menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan
pengawasan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018,
diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Menyelaraskan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah;

b) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi
antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan
dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

c) Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan
menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2018;

d) Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA Perangkat
Daerah Tahun 2018;

e) Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD Tahun Anggaran 2018.
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BAB 11
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah
Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24-112°11'

Bujur Timur dan 7°53'-8°34' Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Trenggalek
berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo

Sebelah Timur :  Kabupaten Tulungagung

Sebelah Selatan :  Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo
Wilayah Administrasi

Luas wilayah administratif Kabupaten Trenggalek adalah 126.140 ha atau 1.261,4 km?
atau sekitar 2,63% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang seluas 47.963 kmz2. Secara
administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa dan 5 kelurahan,
540 dusun/lingkungan, 1.290 rukun warga dan 4.502 rukun tetangga. Pembagian wilayah
administrasi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1. Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek

. Jumlah

Nama
Desa, Dusun Luas Persentase

Kecamatan Kelural{an Lingkung/an RW RT (Ha) (%)
Panggul 17 66 155 521 13.156 10,43
Munjungan 11 44 66 353 15.480 12,27
Watulimo 12 36 80 338 15.444 12,24
Kampak 7 23 77 249 7.900 6,26
Dongko 10 39 114 469 14.120 11,19
Pule 10 34 117 379 11.812 9,36
Karangan 12 32 81 296 5.092 4,04
Suruh 7 27 40 188 5.072 4,02
Gandusari 11 49 126 328 5.496 4,36
Durenan 14 47 78 296 5.716 4,53
Pogalan 10 36 121 319 4.180 3,31
Trenggalek 13 33 72 242 6.116 4,85
Tugu 15 45 99 322 7.472 5,92
Bendungan 8 29 64 202 9.084 7,2

157 540 1.290 | 4.502 | 126.140 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek (KTDA 2016)
Topografi

Secara topografi, Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi terjal lebih dari
40% seluas +28.378,11 ha dan Luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0-
5% adalah #* 42.291,38 ha. Dari 14 Kecamatan hanya 4 Kecamatan yang mayoritas
topografinya berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan
Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas topografinya
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berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan
tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan
Dongko. Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan
Munjungan dan Kecamatan Panggul. Selengkapnya mengenai tingkat kelerengan pada
Kabupaten Trenggalek dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek

No | Tingkat Kelerengan Klasifikasi Luas (Ha) %
1 0-2% Datar 24.529,76 19,68
2 2-15% Datar 17.761,62 14,25
3 15-25% Bukit/Perbukitan 21.926,23 17,59

Gunung/Pegunungan dan
> 0
O O 7 i B
Gunung/Pegunungan dan
0,
5 >40 % Bt/ sl 28.378,11 22,76

Sumber: RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032
Klimatologi

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti
Kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2
jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April
merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus.
Namun saat ini terjadi perubahan anomali cuaca, siklus hujan menjadi tidak menentu.

Geologi

Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa batuan induk. Jenis batuan
induk yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain :

Miosenne sedimentary : di semua kecamatan

- Miosenne limostone :  Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko dan
Karangan

- Andesit : Kecamatan Munjungan, Watulimo, Pogalan
dan Karangan

- Liat dan Pasir (alluvium) : di semua kecamatan kecuali Dongko, Pule
dan Bendungan

- Undifferentioned vulcanic : di Kecamatan Bendungan

Struktur tanah di Kabupaten Trenggalek meliputi andosol dan latosol di bagian utara.
Batuan Mediteran, grumosol dan regusol yang terletak di bagian timur. Batuan mediteran di
bagian selatan dan batuan alluvial di bagian barat kabupaten. Susunan explorasi tanah
terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial
dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian
wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 %
hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan
utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol
dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga
menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.
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Hidrologi

Secara hidrologis Kabupaten Trenggalek terdiri 28 sungai dengan panjang antara 2,00
Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara 0,042 M3/detik (Kali Kedungmoro) sampai dengan
5,778 M3/detik (Kali Gedangan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi
tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik
untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan
penampung air, baik bendungan, embung dan dam.

Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 374 sumber air. Sumber air di Kabupaten
Trenggalek mengalami penurunan baik jumlah maupun debitnya. Sumber-sumber air
tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di
sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung. Pada umumnya Kabupaten Trenggalek
memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS yang arah alirannya menuju ke
Kali Brantas dan DAS yang arah alirannya bermuara ke Samudera Hindia.

Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek tahun 2013 sampai dengan tahun 2016
berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek,
untuk lahan pertanian masih lebih besar dibanding dengan lahan bukan pertanian dengan
data 90,88% lahan pertanian dan 9,12% digunakan untuk lahan bukan pertanian.

Akan tetapi ada kecenderungan penurunan penggunaan lahan pada lahan pertanian,
terlihat pada luasan lahan pertanian pada tahun 2013 seluas 115.302 ha menjadi 115.146
ha pada tahun 2014 dan masih sama seluas 115.146 ha di tahun 2015. Sedangkan pada
tahun 2016 luasan lahan pertanian mencapai 114.634 ha.

Peningkatan luasan lahan terjadi pada penggunaan lahan bukan pertanian, pada tahun
2013 seluas 10.838 ha menjadi 11.506 ha pada tahun 2016 yang peruntukannya
diantaranya digunakan sebagai lahan permukiman karena bertambahnya kebutuhan lahan
oleh masyarakat sebagai tempat hunian dari tahun ke tahun. Selanjutnya gambaran
perkembangan luasan lahan menurut jenis penggunaan tanah di Kabupaten Trenggalek
ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

Luas (ha)
No. Penggunaan Lahan
Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016
1 Lahan Pertanian 115.302 115.146 115.146 114.634
1.1 Lahan Sawah
a. Irigasi Teknis 10.677 10.866 11.600 11.626
b. Tadah Hujan 1.516 1.294 1.216 1.255
c¢.  Rawa Pasang Surut
d. Rawa Lembak
Jml Lahan Sawah 12.193 1.216 12.816 12.881
1.2 Lahan Bukan Sawah
a. Tegal/kebun 26.419 27.095 25.440 25.666
b. Ladanghuma 1.701 1.536 1.655 1.435
c. Perkebunan 2.538 2.536 2.536 2.536
d. Ditanami/hutan rakyat 5.228 4.876 5.756 5.754
e. Padang Penggembalaan/
padang rumput
f.  Sementara tidak diusahakan *)
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Luas (ha)
No. Penggunaan Lahan
Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016
g. Lainnya (tambak, kolam, empang, 67.223 66.943 66.943 66.362
hutan negara dll)
Jumlah Lahan Bukan Sawah 103.109 102.986 102.330 101.753
2 Lahan Bukan Perta_man (Jalan, Pemukiman, 10.838 10.994 10.994 11.506
Perkantoran, Sungai, dll)

Jumlah Total 126.140 126.140 126.140 126.140

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Trenggalek
*)Lebih dari 1 tahun tetapi <2 tahun, termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan >2 tahun

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan daerah rawan bencana, terutama tanah
longsor dan banjir. Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Trenggalek terutama
jika musim hujan tiba. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di
Trenggalek masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor
alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek
topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua adalah faktor manusia yang
memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori
kerawanan tinggi untuk bencana tanah longsor adalah Kecamatan Panggul, Kecamatan
Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan
Bendungan. Daerah tersebut merupakan a real yang mempunyai derajat kerentanan relatif
besar untuk terjadinya longsor. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan lingkungan yang
rusak dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya longsor sehingga dapat meminimalisir
dampak yang akan terjadi.

Bencana banjir di Kabupaten Trenggalek sering terjadi di musim penghujan bahkan
beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan intensitas banjir di sejumlah wilayah. Bencana
banjir tentunya membawa kerugian yang tidak sedikit bahkan banyak infrastruktur yang rusak
akibat banjir. Rusaknya infrastruktur akan mengganggu aktivitas masyarakat dan
melumpuhkan perekonomian daerah. Kawasan banjir di Kabupaten Trenggalek dapat
diidentifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari kawasan dengan tingkat kerawanan
banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah dan tingkat kerawanan banjir rendah.

Luasan kawasan rawan banjir tinggi seluas + 4,217 ha yang tersebar di sebagian
Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari,
Kecamatan Kampak, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan
Kecamatan Pogalan.

Luasan kawasan rawan banjir menengah seluas * 43,591 ha yang tersebar di hampir
wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari,
Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan,
Kecamatan Bendungan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule.

Selain itu luasan kawasan rawan banjir rendah seluas * 77,455 ha yang tersebar di
semua kecamatan. Dengan teridentifikasinya kawasan rawan banjir tersebut maka kedepannya
dapat dilakukan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka
Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa
tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi
terkena Tsunami adalah Kecamatan Watulimo seluas + 1,701 ha, Kecamatan Munjungan seluas
+ 1,689 ha, dan Kecamatan Panggul seluas * 2,145 ha. Peta kawasan potensi rawan bencana
Kabupaten Trenggalek pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2012-2032 dapat dilihat pada Gambar berikut.

11/4



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

[} ! i PEMEMMNTAH KADUPATEN TRENGSALER

REHCAHA TATA RUARG WILAVAH [RTRW
- EANUPRTIR TREKGRALDS
T HLR 230123003

[P — FETA RAWASAN RAWAN BERCANA

o RETERT S

;
¥ = .
" \ i =
i g DO RAE RN TRM TISETLLIA
= et o e

=} mi
h i i [} Dr. .5 MLILYADE MR AT

Sumber : RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032

Gambar 2.1 Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek

2.1.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 mencapai 773.926
jiwa, atau turun sebesar 23.349 jiwa dibanding dengan penduduk tahun 2015 yang berjumlah
797.275 jiwa. Dari jumlah penduduk 773.926 jiwa pada tahun 2016 terdiri dari laki-laki
berjumlah 390.120 jiwa atau 50,41% dan penduduk perempuan berjumlah 383.806 jiwa atau
49,59% dari total jumlah penduduk dengan rincian setiap kecamatan sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia Pendud'll‘lal:)le(laf)ﬁpaten Trenggalek Tahun 2016
Kepadatan
No. Kecamatan Laki - Laki Perempuan Jumlah Penduduk
(jiwa/Km2)
1 Panggul 42.208 41.321 83.529 634,91
2 Munjungan 27.939 26.853 54.792 353,95
3 Pule 29.684 29.023 58.707 497,01
4 Dongko 35.529 34.206 69.735 493,87
5 Tugu 25.784 25913 51.697 691,88
6 Karangan 26.312 26.286 52.598 1.032,95
7 Kampak 19.793 19.477 39.270 497,09
8 Watulimo 37.237 36.498 73.735 477,43
9 Bendungan 14.345 14.090 28.444 313,12
10 Gandusari 27.487 27.185 54.672 994,76
11 Trenggalek 34.383 34.418 68.801 1.124,93
12 Pogalan 28.297 27.742 56.039 1.340,65
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Kepadatan

No. Kecamatan Laki - Laki Perempuan Jumlah Penduduk

(jiwa/Km2)
13 Durenan 27.215 27.043 54.258 949,23
14 Suruh 13.898 13.751 27.649 545,13
Jumlah 390.120 383.806 773.926 613,55

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2016

Bila dilihat dari kelompok umur sebagaimana digambarkan pada grafik 2.1 Piramida
Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, diketahui bahwa penduduk laki-laki maupun
perempuan komposisi terbanyak adalah penduduk yang berusia 30-34 tahun dengan jumlah
63.408 jiwa atau 8,19%, sedangkan komposisi terkecil adalah penduduk dengan usia 70-74
tahun yakni sejumlah 21.106 jiwa atau sebesar 2,73% dari total penduduk Kabupaten
Trenggalek pada tahun 2016. Hal ini perlu untuk diwaspadai dengan banyaknya penduduk
yang berusia muda dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Namun
pada usia 75 tahun keatas menunjukkan jumlah yang cukup tinggi yaitu 36.891 jiwa, ini
menunjukkan bahwa angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Trenggalek cukup baik.

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2016
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan pembangunan Kabupaten Trenggalek dari aspek kesejahteraan
masyarakat dapat dilihat dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan
sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan

capaian indikator nilai dan kontribusi kategori dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indeks Gini (Gini Ratio) dan inflasi.
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang
dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. PDRB merupakan jumlah
seluruh nilai produksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang
beroperasi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikurangi dengan jumlah biaya
yang dikeluarkan dalam proses produksi, tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor
produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Manfaat yang dapat
diperoleh dari data PDRB antara lain adalah :

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku secara nominal dapat menunjukkan kemampuan sumber
daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan
kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, demikian pula sebaliknya;

2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan secara riil dapat digunakan untuk menunjukkan laju
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek selalu meningkat
dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Trenggalek
bergerak maju. Tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek sebesar Rp.14.941.857,1
juta rupiah atau Rp.14,9 Triliun yang terbagi menjadi 17 sektor atau lapangan usaha
sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2013-2016 (dalam Juta Rupiah)

';?: Uraian 2013 2014 2015 2016

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.352.287,3 3.830.534,6 4.282.706,6 4.635.704,9

! Zg:j‘:s"zné;f;mka”' Perburuan 2.339.188,0 | 2.614.4557 | 2.894.531,3 | 3.102.390,7

a. Tanaman Pangan 1.069.639,6 1.200.447,4 1.350.713,9 1.440.849,0

b. Tanaman Hortikultura Semusim 5.022,2 5.560,0 5.837,8 6.108,4

c. Perkebunan Semusim 138.830,4 145.091,5 137.512,4 142.526,2

:;T;?R?g Hortikultura Tahunan 129.528,7 146.424,0 165.367,4 187.383,9

e. Perkebunan Tahunan 221.635,0 250.576,9 279.706,1 296.734,0

f. Peternakan 743.237,1 830.391,6 913.493,0 983.584,4

g. Jasa Pertanian dan Perburuan 31.295,0 35.964,3 41.900,7 45.204,9

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 173.452,7 197.040,3 220.341,1 235.363,1

3 Perikanan 839.646,6 1.019.038,6 1.167.834,3 1.297.951,0

B Pertambangan dan Penggalian 687.562,9 798.524,1 885.359,7 955.448,2
1 Pertambangan Minyak, Gas dan

Panas Bumig v 0,0 0,0 0,0 0,0

Pertambangan Batubara dan Lignit 0,0 0,0 0,0 0,0

Pertambangan Bijih Logam 0,0 0,0 0,0 0,0

faeirrff“';;ba"ga” dan Penggalian 687.562,9 798.524,1 885.359,7 955.448,2

(o Industri Pengolahan 1.537.685,6 1.723.663,9 1.918.842,6 2.090.608,7

1 :\r/1|<iiguass'cr| Batubara dan Pengilangan 0,0 0,0 0,0 0,0

a. Industri Batu Bara 0,0 0,0 0,0 0,0

b. Industri Pengilangan Migas 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Industri Makanan dan Minuman 631.020,5 708.122,9 824.580,9 941.663,4

3 Pengolahan Tembakau 310.315,3 346.514,0 385.736,2 430.774,8

4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 12.978,5 14.158,4 14.955,6 16.527,1

5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan 12,6 14,1 15,2 16,4
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';it: Uraian 2013 2014 2015 2016
Alas Kaki
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan
Gabus dan Barang Anyaman dari 157.295,0 177.963,5 180.317,6 182.335,6
Bambu, Rotan dan Sejenisnya
7 Industri Kertas dan Barang dari
Kertas, Percetakan dan Reproduksi 4.279,1 4.539,9 4.985,5 5.326,0
Media Rekaman
8 'T”r‘:zls:c'):;'lma Farmasi dan Obat 282.095,4 316.883,7 339.346,2 341.380,2
9 :jnadnu;'lc;;tKiakret, Barang dari Karet 854,7 910,2 966,7 959,8
10 'Lr:)dg‘;i” Barang Galian bukan 83.730,0 93.132,1 101.555,2 102.565,4
11 Industri Logam Dasar 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Industri Barang dari Logam,
Komputer, Barang Elektronik, Optik 5.004,6 5.521,5 6.018,1 6.088,7
dan Peralatan Listrik
13  Industri Mesin dan Perlengkapan
YTDL 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Industri Alat Angkutan 0,0 0,0 0,0 0,0
15  Industri Furnitur 37.777,3 42.482,4 46.249,2 48.253,9
16 Industri pengolahan lainnya, jasa
reparasi dan pemasangan mesin 12.322,5 13.421,1 14.116,2 14.717,6
dan peralatan
D Pengadaan Listrik dan Gas 3.753,3 3.772,0 4.032,1 4.336,5
1 Ketenagalistrikan 3.602,3 3.609,4 3.862,5 4.162,8
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 150,9 162,7 169,7 173,7
E P.engadaan Air, Pengelolaan Sampah, 6.018,8 6.827,4 7.441,8 8.142,5
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 818.666,1 942.784,5 1.008.971,0 1.129.071,9
G ::;:;g;a"f::;e::ms:ofcera"; Reparasi 1.765.827,8 | 1.875.2445 | 2.050.742,1 | 2.300.947,2
1 Zg;dsgzgrg:gn'\c:b"' Sepeda Motor 543.652,7 575.832,6 590.464,2 640.523,2
2 Perdagangan Besar dan Eceran, 12221751 | 1299.411,8 | 1.460.277,9 | 1.660.424,0
Bukan Mobil dan Sepeda Motor ! ! ! !
H Transportasi dan Pergudangan 140.265,0 163.684,8 185.515,9 205.934,5
1 Angkutan Rel 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Angkutan Darat 98.466,9 115.076,8 130.791,7 146.804,7
3 Angkutan Laut 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Angkutan Sungai Danau dan
Peﬁyeberangagn 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Angkutan Udara 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Zﬁ;ﬁiﬂgiﬂsdg; :T(Sjri':e””r”a”g 41.798,1 48.608,0 54.724,3 59.129,7
| | Penvediaan Akomodasi dan Makan 187.969,6 216.523,4 247.852,6 285.777,3
Minum
1 Penyediaan Akomodasi 6.044,2 7.768,3 8.770,4 9.671,3
2 Penyediaan Makan Minum 181.925,4 208.755,1 239.082,1 276.106,0
J Informasi dan Komunikasi 577.367,0 625.976,9 696.037,2 766.106,8
K Jasa Keuangan dan Asuransi 282.685,5 316.593,0 354.233,3 397.008,8
1 Jasa Perantara Keuangan 83.414,3 94.244,9 105.630,2 115.640,8
2 Asuransi dan Dana Pensiun 36.734,6 40.123,3 45.370,5 51.375,0
3 Jasa Keuangan Lainnya 162.252,0 181.911,4 202.887,3 229.607,6
4 Jasa Penunjang Keuangan 284,6 313,4 345,3 385,3
L Real Estate 217.766,1 233.092,5 267.519,8 290.546,5
M,N | Jasa Perusahaan 27.523,3 30.247,3 33.638,9 37.042,3
o Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 515.661,6 527.898,2 576.710,0 636.767,6
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Kate Uraian 2013 2014 2015 2016
gori
dan Jaminan Sosial Wajib
P | Jasa Pendidikan 514.121,4 569.911,9 624.656,5 673.719,0
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 87.411,7 100.897,3 111.248,1 120.559,2
';3 Jasa lainnya 284.929,8 331.838,7 376.897,5 404.135,2

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 11.007.902,7 12.298.014,9 13.632.405,6 14.941.857,1

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
‘ TANPA MIGAS ‘ 11.007.902,7 ‘ 12.298.014,9 ‘ 13.632.405,6 ‘ 14.941.857,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek Tahun 2017

Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada grafik di
bawah ini.

Grafik 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2013-2016
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek Tahun 2017

Berdasarkan capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di atas dapat dilihat
struktur ekonomi suatu daerah, dimana setiap sektor memberikan kontribusi yang
berbeda-beda terhadap PDRB. Kontribusi per sektor terhadap PDRB di Kabupaten
Trenggalek pada kurun waktu Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016 (%)

Kategori Uraian 2013 2014 2015 2016*

A Pertanian, Kehutanan, dan 3045 | 31,15 | 31,42 | 31,02
Perikanan

B Pertambangan dan Penggalian 6,25 6,49 6,49 6,39

C Industri Pengolahan 13,97 14,02 14,08 13,99

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

E Limbah dan Daur Ulang 0,06 0,06 0,05 0,05

F Konstruksi 7,44 7,67 7,40 7,56
Perdagangan Besar dan Eceran;

G Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,04 15,25 15,04 15,40

H Transportasi dan Pergudangan 1,27 1,33 1,36 1,38
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Kategori Uraian 2013 2014 2015 2016*
I ;ﬁﬁif:iaan Akomodasi dan Makan 171 176 182 191
] Informasi dan Komunikasi 5,25 5,09 511 5,13
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,57 2,57 2,60 2,66
L Real Estate 1,98 1,90 1,96 1,94
M,N Jasa Perusahaan 0,25 0,25 0,25 0,25
0 | hdminitraPemernttan Petbaran | g | 49 | 423 | 4z
P Jasa Pendidikan 4,67 4,63 4,58 4,51
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,79 0,82 0,82 0,81
R,S,T,U Jasa lainnya 2,59 2,70 2,76 2,70
PDRB 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021
*) Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2013-2016 perekonomian
Kabupaten Trenggalek didominasi oleh 3 lapangan usaha yaitu sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan pada urutan pertama, sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Motor pada urutan kedua, sedangkan urutan ketiga adalah sektor
Industri Pengolahan.

Untuk Tahun 2016, sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan oleh lapangan
usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,02%. Sementara lapangan
usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor memberikan
kontribusi sebesar 15,40% dan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar
13,99%. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memberikan kontribusi
terkecil yaitu 0,003%.

Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 dapat dilihat pada diagram
di bawah ini.

Grafik 2.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek Tahun 2017
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PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Seiring dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek
yang terus mengalami peningkatan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB ADHK sudah mengeluarkan faktor
inflasi sehingga merupakan angka murni yang dapat dipakai untuk mengukur laju
pertumbuhan ekonomi.

PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek. Tahun 2016 sebesar Rp.11.033.531,8 juta atau
Rp. 11 Triliun yang terbagi menjadi 17 sektor atau lapangan usaha sebagaimana tampak
pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2013-2016 (dalam Juta Rupiah)

Kate

gori Uraian 2013 2014 2015 2016
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.693.350,5 | 2.809.868,6 2.928.682,6 3.039.375,4
! Ez:::::: Peternakan, PerburuandanJasa | | gc; o676 | 19183436 | 19747200 | 20333264
a. Tanaman Pangan 829.992,8 861.354,9 890.454,0 914.543,0
b. Tanaman Hortikultura Semusim 4.456,7 4.563,7 4.642,0 4.742,5
c. Perkebunan Semusim 126.592,8 128.658,2 127.798,6 128.811,4
fg;ir;zma" Hortikultura Tahunan dan 118.951,3 | 121.817,5 128.731,3 138.644,2
e. Perkebunan Tahunan 178.062,8 185.710,6 192.873,8 195.893,1
f. Peternakan 582.487,5 588.045,7 601.432,3 621.492,5
g. Jasa Pertanian dan Perburuan 26.723,8 28.193,1 28.797,0 29.199,8
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 153.218,8 151.841,7 158.968,1 157.984,0
3 Perikanan 672.864,1 739.683,3 794.985,5 848.065,0
B | Pertambangan dan Penggalian 634.591,0 653.494,2 680.560,5 704.628,5
1 FB’E:;?mbangan Minyak, Gas dan Panas 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Pertambangan Batubara dan Lignit 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Pertambangan Bijih Logam 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 634.591,0 653.494,2 680.560,5 704.628,5
c | Industri Pengolahan 1.335.026,4 | 1.429.434,6 1.517.488,0 1.590.230,3
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0,0 0,0 0,0 0,0
a. Industri Batu Bara 0,0 0,0 0,0 0,0
b. Industri Pengilangan Migas 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Industri Makanan dan Minuman 548.804,7 581.108,5 636.338,2 689.401,8
3 Pengolahan Tembakau 250.426,0 277.528,0 292.129,0 315.158,2
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 11.776,3 12.532,0 12.877,4 13.578,7
5 :(nadklijstrl Kulit, Barang dari Kulit dan Alas 10,6 115 11,7 123
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus
dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan 137.692,2 147.074,2 145.870,4 144.884,9
dan Sejenisnya
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas,
Percetakan dan Reproduksi Media 3.880,7 3.925,0 4,130,5 4.320,9
Rekaman
8 Iang:Tstlrc;:;Tla Farmasi dan Obat 252.848,6 | 274.359,1 286.713,5 283.742,1
9 :Dr;::tsitrl Karet, Barang dari Karet dan 826,5 875,2 903,3 8934
10  Industri Barang Galian bukan Logam 79.217,5 80.204,6 85.147,2 84.155,8
11 Industri Logam Dasar 0,0 0,0 0,0 0,0
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Kate Uraian 2013 2014 2015 2016
gori
12 Industri Barang dari Logam, Komputer,
Barang Elektronik, Optik dan Peralatan 4.530,6 4.767,0 5.002,2 5.012,7
Listrik
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Industri Alat Angkutan 0,0 0,0 0,0 0,0
15  Industri Furnitur 33.065,6 34.445,6 35.626,6 36.030,1
16  Industri pengolahan IaTlnnya, jasa reparasi 11.947.1 12.604,0 12.738,1 13.039,3
dan pemasangan mesin dan peralatan
D Pengadaan Listrik dan Gas 4.435,2 4.443,5 4.328,6 4.475,0
1 Ketenagalistrikan 4.307,4 4.312,8 4.199,1 4.346,5
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 127,8 130,7 129,5 128,5
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 5.829,6 5.979,2 6.273,2 6.593,8
dan Daur Ulang
F Konstruksi 703.475,6 749.101,1 770.649,4 810.426,5
G | Perdagangan Besar dan Eceran; ReparasiMobil | | oo o005 | 3 6595107 | 1.747.733,4 |  1.851.108,2
dan Sepeda Motor
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan 466.371,7 |  488.072,8 489.399,4 508.648,3
Reparasinya
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan 1.128.137,0 | 1.171.437,8 | 1.258.334,1 | 1.342.459,9
Mobil dan Sepeda Motor
H | Transportasi dan Pergudangan 128.539,2 140.711,2 150.338,8 160.613,8
1 Angkutan Rel 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Angkutan Darat 94.218,1 103.413,1 110.208,0 119.239,0
3 Angkutan Laut 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Angkutan Sungai Danau dan 0,0 0,0 0,0 0,0
Penyeberangan
5 Angkutan Udara 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang 34.321,1 37.298,1 40.130,8 413748
Angkutan, Pos dan Kurir
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 164.484,4 176.747,2 189.691,9 206.120,9
1 Penyediaan Akomodasi 4.676,7 5.074,6 5.388,0 5.798,5
2 Penyediaan Makan Minum 159.807,8 171.672,6 184.303,9 200.322,4
J | Informasi dan Komunikasi 553.739,2 | 598.862,7 642.663,2 692.727,5
K Jasa Keuangan dan Asuransi 243.444,2 256.537,0 270.181,8 289.654,8
1 Jasa Perantara Keuangan 67.699,0 72.853,8 78.486,7 84.294,5
2 Asuransi dan Dana Pensiun 32.418,3 33.385,8 35.288,1 36.921,6
3 Jasa Keuangan Lainnya 143.088,9 150.050,3 156.150,5 168.166,2
4 Jasa Penunjang Keuangan 237,9 247,1 256,4 272,5
L Real Estate 198.661,1 212.614,5 224.547,9 236.570,4
M,N | Jasa Perusahaan 22.705,1 24.525,6 25.892,0 27.294,6
o | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 435.982,5 | 440.233,6 463.173,3 485.519,7
Jaminan Sosial Wajib
P | JasaPendidikan 428.355,7 455.085,2 482.482,6 511.530,9
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 80.914,3 92.077,8 93.372,3 98.881,7
R’fj'T’ Jasa lainnya 268.684,2 | 289.139,5 302.749,6 317.779,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 9.496.726,8 | 9.998.366,0 10.500.809,1 11.033.531,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 9.496.726,8 | 9.998.366,0 10.500.809,1 11.033.531,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek Tahun 2017
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Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Trenggalek

dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2013-2016
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek Tahun 2017

Peranan

sektor

ekonomi

suatu daerah

terhadap pembentukan PDRB

menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya peranan suatu sektor
dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor
andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong pengembangan roda
perekonomian. Hal tersebut dapat diketahui diantaranya melalui membandingkan capaian
PDRB atau sumbangan nilai tambah sebuah sektor pada suatu wilayah (Kabupaten/Kota)
terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau

nasional.

Berikut capaian PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Trenggalek
dan Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 sebagaimana

disajikan pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.8 Data capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 (dalam milyar rupiah)

Kategori Lapangan Kab. Trengalek Prov. Jatim
Usaha 2013 2014 2015 2016%) 2013 2014 2015 2016%)
Pertanian,
Kehutanan, 2.693,35 2.809,87 2.928,68 3.039,38 150.463,70 155.771,10 161.154,00 187.468,62
dan Perikanan
Pertambangan
dan 634,59 653,49 680,56 704,63 59.050,00 60.887,40 65.707,00 52.980,26
Penggalian
Industri
1.335,03 1.429,43 1.517,49 1.590,23 345.794,60 372.726,40 392.489,80 406.416,23
Pengolahan
Pengadaan
Listrik dan 4,44 4,44 4,33 4,48 4.380,30 4.502,10 4.367,00 4.637,53
Gas
Pengadaan
Air,
Pengelolaan 5,83 5,98 6,27 6,59 1.231,00 1.234,10 1.299,30 1.264,78
Sampabh,
Limbah dan
Daur Ulang
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SR Lapangan Kab. Trengalek Prov. Jatim
Usaha 2013 2014 2015 2016%) 2013 2014 2015 2016%)
F Konstruksi 703,48 749,10 770,65 810,43 110.485,50 116.498,20 120.688,30 136.174,73
Perdagangan
Besar dan
G ﬁ‘;‘;f;;'si 1.594,51 | 1.659,51 1.747,73 1.851,11 219.246,10 229.725,70 243.497,80 252.956,16
Mobil dan
Sepeda
Transportasi
H dan 128,54 140,71 150,34 160,61 34.241,20 36.453,40 38.844,00 47.921,14
Pegudangan
Penyediaan
I Akomodasi 164,48 176,75 189,69 206,12 57.684,90 62.807,80 67.773,10 79.540,66
dan Makan
Minum
] Informasi dan 553,74 598,86 642,66 692,73 65.313,90 69.155,10 73.640,00 64.503,82
Komunikasi
K Jasa Keuangan 243,44 256,54 270,18 289,65 30.348,40 32.399,60 34.730,30 39.067,67
dan Asuransi
L Real Estate 198,66 212,61 224,55 236,57 20.565,10 21.998,30 23.092,60 22.625,52
M,N Jasa 22,71 24,53 25,89 27,29 9.044,20 9.815,00 10.349,10 11.242,50
Perusahaan
Administrasi
Pemerintahan,
0 Pertahanan 435,98 440,23 463,17 485,52 28.564,70 28.729,60 30.275,50 32.743,77
dan Jaminan
Sosial
P Jasa 428,36 455,09 482,48 511,53 31.265,50 33.306,70 35.392,80 37.521,83
Pendidikan
Jasa
Q Kesehatan 80,91 92,08 93,37 98,88 7.592,80 8.212,90 8.743,30 8.712,93
dan Kegiatan
Sosial
RST,U | JasaLainnya 268,68 289,14 302,75 317,78 17.517,90 18.473,70 19.374,40 19.533,84
PDRB / GRDP 9.496,73 | 9.998,37 | 10.500,81 | 11.033,53 | 1.192.789,80 | 1.262.697,10 | 1.331.418,30 | 1.405.312,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Trenggalek
*) Angka Sangat Sementara

Dengan memperbandingkan capaian PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten
Trenggalek dengan capaian PDRB Provinsi Jawa Timur akan diketahui sektor mana yang
memiliki potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibanding sektor lain atau disebut
sektor basis pada metode Location Quotient (LQ).

Dari perhitungan dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ) dapat
diketahui bahwa capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek terhadap PDRB ADHK
Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2013-2016 pada Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Informasi dan
Komunikasi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Jasa
Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta sektor/kategori Jasa Lainnya
menunjukkan nilai LQ-nya >1. Hal ini berarti ke 8 sektor/kategori tersebut mempunyai
potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibanding sektor/kategori lain dalam lingkup
wilayah yang lebih luas, sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha
ekonomi turunan lainnya dan dapat tercipta kemandirian pembangunan daerah. Analisa
LQ PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 adalah
sebagaimana tabel 2.9 di bawah.
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Tabel 2.9 Data LQ PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2016

Kategori Lapangan Usaha i

2013 2014 2015 2016%*)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,25 2,28 2,30 2,06

B Pertambangan dan Penggalian 1,35 1,36 1,31 1,69

C Industri Pengolahan 0,48 0,48 0,49 0,50

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,13 0,12 0,13 0,12

E gzgggj‘?ragég,g%ngelolaan Sampah, Limbah 0,59 0,61 0,61 0,66

F Konstruksi 0,80 0,81 0,81 0,76

G llide;“tc)li:il%a;r;gzsangezsaar dan Eceran, Reparasi 0,91 0,91 0,91 0,03

H Transportasi dan Pegudangan 0,47 0,49 0,49 0,43

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,36 0,36 0,35 0,33

] Informasi dan Komunikasi 1,06 1,09 1,11 1,37

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,01 1,00 0,99 0,94

Real Estate 1,21 1,22 1,23 1,33

M,N Jasa Perusahaan 0,32 0,32 0,32 0,31

0 ﬁtjrrlrilri]r;istgs:ii:]’emerintahan, Pertahanan dan 1,02 1,04 1,04 1,89

P Jasa Pendidikan 1,72 1,73 1,73 1,74

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,34 1,42 1,35 1,45

R,S,T,U Jasa Lainnya 1,93 1,98 1,98 2,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab, Trenggalek
*) Angka Sangat Sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu
wilayah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2013 sampai dengan
2015 mengalami perlambatan. Hal ini tidak lepas dari lesunya perekonomian nasional maupun
global. Sedangkan pada Tahun 2016, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek
mengalami peningkatan dari 5,03% menjadi 5,07%. Hal ini menunjukkan bahwa
perekonomian Kabupaten Trenggalek bergerak lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.
Realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2016 sebagaimana
disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.5
Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

6,00

5,28

"-.._‘__.-.

5,03 m— 5.07

2013 2014 2015 2016%)

Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021
*) Angka Sangat Sementara
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Bila dilihat dari pertumbuhan tiap lapangan usaha menurut PDRB Atas Dasar Harga
Konstan, maka pertumbuhan semua sektor/kategori cenderung mengalami fluktuasi capaian
pada tiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 9 sektor/kategori yang mengalami peningkatan
pertumbuhannya, yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial serta sektor Jasa lainnya. Sementara sektor/kategori lain mengalami
penurunan/perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu.
Pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kabupaten Trenggalek secara rinci dalam
4 tahun terakhir adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawabh ini.

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016 (dalam %)

Kategori Uraian 2013 2014 2015 2016*
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,58 4,33 4,23 3,78
B Pertambangan dan Penggalian 1,41 2,98 4,14 3,54
C Industri Pengolahan 5,60 7,07 6,16 4,79
D Pengadaan Listrik dan Gas 1,98 0,19 (2,59) 3,38

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E Limbah dan Daur Ulang 6,44 257 4,92 511
F Konstruksi 8,64 6,49 2,88 5,16
Perdagangan Besar dan Eceran;
G Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,99 4,08 532 5,91
H Transportasi dan Pergudangan 9,64 9,47 6,84 6,83
I Pe.nyedlaan Akomodasi dan Makan 742 746 732 8,66
Minum
J Informasi dan Komunikasi 13,86 8,15 7,31 7,79
K Jasa Keuangan dan Asuransi 11,45 5,38 5,32 7,21
L Real Estate 7,42 7,02 561 5,35
M,N Jasa Perusahaan 5,63 8,02 5,57 5,42
Administrasi Pemerintahan,
0 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,48 0,98 521 482
P Jasa Pendidikan 8,95 6,24 6,02 6,02
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,45 13,80 1,41 5,90
R,S,T,U Jasa lainnya 6,30 7,61 4,71 4,96

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021
*) Angka Sangat Sementara

Inflasi

Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014-2016 memperlihatkan tren
yang fluktuatif. Hal tersebut memberi arti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para
pelaku ekonomi tidak sama tiap tahunnya, bisa lebih kecil/lebih besar dibandingkan tahun
sebelumnya atau sebaliknya. Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 sebesar 4,17%,
meningkat pada Tahun 2014 hingga mencapai 6,11%. Tahun 2015 laju inflasi menurun
menjadi 5,55%, sedangkan Tahun 2016 turun lagi menjadi 4,31%. Hal ini menunjukkan bahwa
stabilitas ekonomi di Kabupaten Trenggalek cukup terjaga, dan tingkat inflasi tergolong ringan.

Berikut disajikan grafik perkembangan laju inflasi di Kabupaten Trenggalek selama
kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

11/16



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

Grafik 2.6 Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

6,11

4,17 4,31

Th.2013 Th.2014 Th.2015 Th.2016*

Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021
*) Angka Sangat Sementara

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh
masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. PDRB Perkapita didapat dari hasil
penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini
dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah
penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB
perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini
tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Namun setidaknya
PDRB perkapita dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2016, PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek mencapai Rp. 21,09 juta,
meningkat 34,22 % dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp. 16,10 juta. Dalam 4 tahun terakhir
(tahun 2013-2016) PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan
dengan data capaian sebagaimana pada table 2.11 dan grafik 2.7. Hal ini menunjukkan bahwa
secara umum kesejahteraan masyarakat Trenggalek dari tahun ke tahun semakin membaik.

Tabel 2.11 PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek
Tahun 2013-2016 (dalam jutaan rupiah)

Kategori Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016%*)
A Per.tanlan, Kehutanan, dan 490 5,58 6,21 6,71
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 1,01 1,16 1,28 1,38
C Industri Pengolahan 2,25 2,51 2,82 3,02
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan 0,01 0,01 0,01 0,01

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 1,20 1,37 1,46 1,63
Perdagangan Besar dan Eceran;

G Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,58 2,73 2,98 3,33

H Transportasi dan Pergudaan 0,21 0,24 0,27 0,3

I Pe_nyedlaan Akomodasi dan Makan 0,27 0,32 0,36 0,41
Minum

] Informasi dan Komunikasi 0,84 0,91 1,01 1,11

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,41 0,46 0,51 0,57
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Kategori Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016%*)
L Real Estat 0,32 0,34 0,39 0,42
M,N Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,05 0,05
Administrasi Pemerintahan,
0 Pertahanan, dan Jaminan Sosial 0,75 0,77 0,82 0,92
Wajib
P Jasa Pendidikan 0,75 0,83 0,91 0,97
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,13 0,15 0,16 0,17
R,S,T,U Jasa Lainnya 0,42 0,48 0,55 0,58
PDRB Perkapita 16,10 17,91 19,78 21,09

Sumber : BPS Kab. Trenggalek
*) Angka Sangat Sementara

Grafik 2.7
PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016 (dalam jutaan rupiah)
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Sumber : BPS Kab. Trenggalek
*) Angka Sangat Sementara

Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan
masyarakat. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0
menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki
pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang
sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki
apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan
adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Apabila Indeks Gini G < 0,3
menunjukkan ketimpangan rendah, sedangkan ketimpangan sedang 0,3 < G < 0,5 dan untuk G >
0,5 menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Capaian Indeks Gini Tahun 2016 adalah sebesar 0,36, menurun jika dibandingkan
dengan Tahun 2015 sebesar 0,37. Penurunan capaian Indeks Gini menunjukkan bahwa
kesenjangan antar pendapatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek menurun dan terjadi
peningkatan pemerataan ekonomi masyarakat yang mengindikasikan bahwa upaya
pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan
kategori, selama 3 tahun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek masuk kategori
sedang.
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Berikut grafik tentang perkembangan Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2013
sampai dengan tahun 2016 :

Grafik 2.8
Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

Th.2013 Th.2014 Th.2015 Th.2016* )

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui beberapa indikator sosial,
diantaranya indikator pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Pendidikan
Tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dipantau dari beberapa faktor
indikator dari pendidikan diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka
Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) maupaun Angka Putus Sekolah
(APtS) dari jenjang Sekolah Dasar hingga jenjang Sekolah Menengah.
Dari tahun 2010-2016 capaian APS, APM, APK dan APtS dari jenjang Sekolah Dasar
hingga jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel

berikut :
Tabel 2.12 Capian APS, APM, APK dan APtS
Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016
Tahun
No. Uraian
2013 2014 2015 2016
1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SD sederajat 99,16 99,95 99,43 99,44
SMP sederajat 93,39 96,84 97,86 100,92
SMA sederajat 57,25 62,7 58,71 73,62
2 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD sederajat 93,16 93,76 92,62 95,18
SMP sederajat 80,42 81,86 83,85 82,75
SMA sederajat 55,82 58,93 56,12 62,84
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD sederajat 102,01 100,79 100,71 100,02
SMP sederajat 102,09 101,47 101,44 101,91
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Tahun
No. Uraian

2013 2014 2015 2016

SMA sederajat 73,78 72,23 70,6 78,20
4 Angka Putus Sekolah (APtS)

SD sederajat 0,04 0,01 0,01 0.01
SMP sederajat 0,6 0,27 0,28 0.20
SMA sederajat 0,48 0,28 0,24 0.24

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek

Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator angka
kematian bayi dan angka harapan hidup. Angka kematian bayi yang tinggi
menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah, sedangkan angka harapan
hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik.

Tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Trenggalek secara umum masih cenderung
baik. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup cenderung fluktuatif besarannya
dimana pada tahun 2014 sebesar 7,63 lebih tinggi dibanding tahun 2013 tetapi
cenderung naik pada tahun 2015 menjadi 7,95 dan mengalami penurunan menjadi 6,57
pada tahun 2016. Sedangkan dari angka harapan hidup di Kabupaten Trenggalek
cenderung meningkat tiap tahunnya, dimana tahun 2013 mencapai 72,49 menjadi
72,51 pada tahun 2014, menjadi 72,60 pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016
mengalami kenaikan menjadi 73,10 pada tahun 2016. Perkembangan angka kematian
bayi dan angka harapan hidup tahun 2013-2016 ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.13 Angka Kematian Bayi Dan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

Tahun
Uraian
2013 2014 2015 2016
Angka Kematian Bayi 7,13 7,63 7,95 6,57
Angka Harapan Hidup 72,49 72,51 72,60 73,10

Sumber : Dinas Kesehatan Dalduk KB Kab. Trenggalek
*) Angka Sangat Sementara dan Proyeksi RPJMD Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016-2021

Pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan
dilihat dari fasilitas kesehatan, seperti jumlah Apotek, Polindes, Pustu, Pusling,
Posyandu dan jumlah tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, apoteker,
bidan dan pengatur gizi.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, telah tersedia 4
buah rumabh sakit di Kabupaten Trenggalek (yang terdiri dari 1 buah Rumah Sakit milik
Pemerintah, 2 buah Rumah Sakit swasta dan 1 buah Rumah Sakit Bersalin), 22 buah
Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan, 66 buah Puskesmas Pembantu dan 26
Puskesmas Keliling. Keberadaan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat
berarti sekali dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di tengah-tengah
masyarakat, karena beberapa daerah mempunyai kondisi geografis yang sulit, sehingga
tidak terjangkau layanan kesehatan Puskesmas.

Pada tahun 2016, di Kabupaten Trenggalek terdapat 130 dokter ( 41 dokter
spesialis dan 89 dokter umum), 13 dokter gigi, 638 tenaga keperawatan, 320 bidan,
69 tenaga kefarmasian (apoteker/asisten apoteker), 17 tenaga kesehatan masyarakat,
47 tenaga gizi, 47 tenaga sanitasi, dan 6 fisioterapis.
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Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2013-2016

secara kuantitas disajikan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.14 Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

No. Uraian 2013 2014 | 2015 | 2016

1 Rumah Sakit / Hospital

- Jumlah / Total 4 4 4 4
2 | Puskesmas / Public Health Center 22 22 22 22

- Puskesmas Perawatan 18 18 19 18

- Puskesmas Non Perawatan 4 4 3 4
3 Puskesmas Pembantu 66 66 66 66
4 | Apotik / Drug Store 33 38 37 38
5 | Polindes 113 113 118 104
6 | Puskesmas Keliling 32 26 25 26
7 | Posyandu 854 854 854 857

Sumber : Dinas Kesehatan Dalduk KB Kabupaten Trenggalek, RSUD Dr. Soedomo

Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sedangkan garis Kemiskinan merupakan
tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh
standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai
suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin.
Berdasarkan tabel 2.15 Data Agregat Kemiskinan Per-Kecamatan Menurut Status
Kesejahteraan Hasil Pemutakhiran Basis Data Perpadu (PBDT) tahun 2016 pada RPJMD
Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021, jumlah Rumah Tangga Sasaran desil 1-4 (40%
terendah di Indonesia) di Kabupaten Trenggalek mencapai 83.094 Rumah Tangga.
Sedangkan jumlah individu sasaran desil 1-4 di Kabupaten Trenggalek tercatat
sebanyak 261.595 jiwa atau 32,81 % dari Total Jumlah Penduduk di Kabupaten
Trenggalek pada Tahun 2016 yang mencapai 773.926 jiwa.

Tabel 2.15 Data Agregat Kemiskinan Mikro Per Kecamatan Menurut Status Kesejahteraan Hasil
Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2016

Jumlah Rumah Tangga Jumlah Individu
No | Kecamatan
desil 1 desil2 | desil3 | desil4 Total desil 1 desil 2 desil 3 desil 4 Total

1 | Panggul 3.093 3.896 2.965 890 10.844 12.396 12.496 9.452 3.043 37.387
2 | Dongko 3.959 3.653 1.773 303 9.688 14.796 10.853 5.370 1.011 32.030
3 | Pule 2.773 2.942 1.823 330 7.868 9.985 9.464 6.106 1.092 26.647
4 | Munjungan 1.951 2.347 2.036 629 6.963 7.345 7.279 6.541 2.104 23.269
5 | Tugu 1.004 2.116 2.380 900 6.400 3.554 6.062 6.769 2.867 19.252
6 | Gandusari 609 1.864 2.427 867 5.767 2111 4.961 6.631 2.575 16.278
7 | Pogalan 384 1.522 2.282 907 5.095 1.513 4.571 6.225 2.850 15.159
8 | Kampak 1.427 1.788 1.324 388 4.927 4.772 5.372 4.042 1.242 15.428
9 | Durenan 882 1.610 1.752 626 4.870 2.826 4.353 4.569 1.798 13.546
10 | Bendungan 2.070 1.815 728 117 4.730 7.589 5.333 2.106 388 15.416
11 | Karangan 588 1.484 1.645 682 4.399 1.930 4.120 4.636 2.176 12.862
12 | Trenggalek 700 1.265 1.371 652 3.988 2.411 3.526 3.730 1.885 11.552
13 | Suruh 1.125 1.467 979 276 3.847 3.750 4.336 2.889 868 11.843
14 | Watulimo 780 1.236 1.229 463 3.708 2.839 3.500 3.285 1.302 10.926

Jumlah 21.345 | 29.005 | 24.714 | 8.030 83.094 77.817 86.226 72.351 25.201 | 261.595

Sumber : RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021

Keterangan :

Desil 1: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
Desil 2 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 20% terendah di Indonesia)
Desil 3 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia)
Desil 4 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia)
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Berdasarkan sebarannya diketahui bahwa jumlah rumah tangga sasaran terbanyak
terdapat di Kecamatan Panggul sebanyak 10.844 Rumah Tangga, kemudian Kecamatan
Dongko sebanyak 9.688 Rumah Tangga dan Kecamatan Pule sebanyak 7.868 Rumah
Tangga.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk
miskin, tetapi perlu diperhatikan juga tingkat kedalaman dan keparahan dari
kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan
penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman
dan keparahan dari kemiskinan.

Ketenagakerjaan

Indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya
dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat
pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah
penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan
usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan
tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya prosentase angkatan kerja
yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan
kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

Nilai TPT Kabupaten Trenggalek dari tahun 2013-2016 ditunjukkan grafik berikut :

Grafik 2.9 TPT Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

s o e a3 -
4,12 = —Mhdiall
| My ol

Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016")

Sumber : RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 dan
Bappeda Prov. jatim
*) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data tersebut di atas capaian TPT di Kabupaten Trenggalek pada Tahun
2013 sebesar 4,12%, kemudian pada Tahun 2014 sebesar 4,20% dan pada Tahun 2015
sebesar 4,46%. Sedangkan tahun 2016, capaian TPT di Kabupaten Trenggalek sebesar
3,07%. Hal ini dapat diartikan pengangguran terbuka di Kabupaten Trenggalek dari
tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 relatif besar.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan pengelolaan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Trenggalek dapat
dilihat melalui indikator kebudayaan, pemuda dan olahraga.
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Kebudayaan
Adat-istiadat dan berbagai kesenian yang ada dan dilaksanakan di masyarakat
menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat sekaligus sebagai potensi yang
dimiliki serta senantiasa harus dilestarikan. Sebagai upaya pelestarian ditempuh
dengan berbagai upaya oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek diantaranya dengan
penyelenggaraan event seni dan budaya. Berikut jumlah penyelenggaraan seni dan
budaya tahun 2013-2016 di Kabupaten Trenggalek :

Tabel 2.16 Jumlah Event Seni Budaya dan Sanggar/Kelompok Seni dan Seniman Yang Aktif
Tahun 2013-2016

Tahun
Uraian
2013 2014 2015 20169
Jumlah Event Seni dan
Budaya (event) 17 J 10 12
Persentase
sanggar/kelompok seni dan 90 65 50 56
seniman yang aktif (%)

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek

Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang lebih
makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang
benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka
salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah dengan
pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Berikut disajikan data terkait pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di
Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2016.

Tabel 2.17 Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten
Trenggalek Tahun 2013-2016

Tahun
Uraian
2013 2014 2015 2016
Jumlah organisasi %{epemudaan yang 13 20 20 93
dibina
Jumlah pemuda wirausaha yang N/A N/A 40 80

terbentuk

Jumlah penambahan sarana dan
prasarana olahraga yang 2 2 8 4
memenuhi standar

Jumlah Cabang, Olah Raga Berprestasi 14 18 19 20

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi
maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan
masyarakat menjadi isu utama. Birokrasi menjadi salah satu mesin pembangunan yang
berperan penting dalam memastikan berjalannya seluruh agenda dan program pembangunan
yang telah direncanakan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014 menandai proses moderenisasi mesin birokrasi
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yang diharapkan dapat selaras (fit) dengan kebutuhan jaman dan perkembangan dunia.

Reformasi birokrasi pada UU ASN diarahkan pada penataan dan pengelolaan sumber daya

manusia di sektor permerintahan. Visi UU ASN ini diharapkan dapat mewujudkan aparatur

sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Pengelolaan dan
pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkil potensi yang ada sehingga pada akhirnya
dapat menjadi aset dan modal (human capital) dalam sistem pemerintahan. Komitmen
reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan
netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas Kkerja, integritas, kesejahteraan, kualitas
pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan
akuntabilitas aparatur sipil negara.

Peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan publik ditekankan pada aspek
berikut :

1. Struktural. Perbaikan struktural pemerintah daerah harus dilakukan dari tingkat top
manajemen hingga lower manajemen.

2. Operasional. Perangkat Daerah harus mewujudkan kebutuhan masyarakat apabila
peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara langsung kualitas pelayanan juga
dilaksanakan.

3. Strategi pelayanan. Merupakan cara yang harus ditentukan Perangkat Daerah dalam
meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud. Terdapat beberapa strategi dalam
mengembangkan pelayanan prima yang meliputi:

Penyusunan Standart Pelayanan
Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu

pembukuan pelayanan yang baik, serta merupakan tolok ukur yang dipergunakan untuk
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia
pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Penyusunan SOP

Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah
berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Pengukuran Kinerja Pelayanan
Pengukuran kinerja merupakan sarana manajemen untuk memperbaiki
pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengelolaan Pengaduan
Hal ini dimaksudkan agar adanya parisipasi dari pelanggan dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan masukan atau informasi.

Dalam pemenuhan pelayanan publik, maka dibutuhkan suatu indikator untuk
mengetahui kepuasan masyarakat yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). [IKM adalah data
dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya.

Maksud dan tujuan penyusunan IKM adalah 1) Penyusunan IKM terhadap unit
penyelenggara pelayanan publik dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu
gambaran / pendapat masyarkat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh
aparatur pemerintah; dan 2) Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja
unit penyelenggara, baik oleh masyarakat maupun instansi / unit terkait sebagai bahan untuk
menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public. Adapun sasaran
dari Penyusunan IKM ini adalah penetapan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan,
sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdayaguna dan
berhasilguna pada unit penyelenggara pelayanan public, sedangkan ruang lingkup kegiatan

11/24



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

adalah pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Instansi
Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Adapun manfaat penyusunan IKM adalah :

1.

oUW

Mengetahui kelemahan / kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara

pelayanan publik

Mengetahui kinerja penyelenggara pelayananyang telah dilaksanakan

Sebgai bahan pentapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan

Mengetahui IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik

Memacu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan

Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara pelayanan.
Selain daripada itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut

efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada
kebutuhan serta kepuasan masyarakat harus diwujudkan. Fokus pelayanan umum bersandar
pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 yang meliputi :

2.1.3.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek diupayakan untuk meningkatkan
pemerataan pendidikan. Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 terdapat 489
Taman Kanak-kanak (TK/RA), 559 Sekolah Dasar (SD/MI), 104 Sekolah Menengah
Pertama (SMP/MTs), 65 Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK).

Fasilitas pendidikan mengalami peningkatan dan makin merata penyebarannya
yang meliputi jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam kurun waktu Tahun 2013-
2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18 Fasilitas Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA
Se- Kab. Trenggalek Tahun 2013-2016

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
No.  Tahun — “pp b, SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK fec
1. 2013 475 551 98 53 1.177
2. 2014 495 555 98 56 1.204
3. 2015 480 561 99 63 1.203
4. 2016 489 559 104 65 1.217

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama Kab. Trenggalek, 2016

Salah satu pilar utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah
ketersediaan fasilitas pendidikan. Perkembangan kondisi fasilitas pendidikan untuk
jenjang pendidikan dasar dan menengah selama dua tahun terakhir (2013-2016)
dapat dililihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) SLB, SD, SMP, SMA dan SMK
Kabupaten Trenggalek Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2016 (%)

Kondisi Th.2013 Th.2014 Th.2015 Th.2016
Ruang kelas
sD 8564 84,35 84,36 66,00
SMP 94,42% 94,79% 97,78 94,00
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Kondisi Th.2013 Th.2014 Th.2015 Th.2016
Ruang kelas
SMA N/A 94,79% 99,56 92,00
SMK N/A 96,79 99,39 92,00
SLB 100,00 10000 100,00 87,00

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2016

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal
yang memegang peranan penting terhadap kemajuan dunia pendidikan. Untuk
melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan
jumlah guru terhadap murid. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan
namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang
semakin kecil pula. Berikut ini merupakan tabel rasio guru terhadap murid
berdasarkan jenjang pendidikan dalam kurun waktu tahun 2013-2016:

Tabel 2.20 Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2016

Sekolah 2013 2014 | 2015 2016
Rasio ‘é;r/‘;;;;';ﬁi%m““d 1:11 1:12 1:12 1:11
Ras"s’ﬁ‘l‘,r/‘;ltg}‘;::&‘;“”d 1:13 1:13 1:13 1:12
R‘;ﬁ‘k‘j‘;ﬁ‘gﬁ:’;‘;ggﬁg‘d 1:12 1:11 1:12 1:12

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2016

KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber
daya yang ada di masyarakat. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
di antaranya adalah Posyandu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)/Polindes. Di
Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2016 menurut hasil kompilasi data
terdapat 857 posyandu (77,48% merupakan posyandu aktif) dan ponkesdes siaga
aktif 157 desa/kelurahan.

Permasalahan sektor kesehatan di Kabupaten Trenggalek yang utama adalah
masih tingginya Angka Kematian Ibu Hamil, sebagaimana gambar berikut :

PETA KEMATIAM 1BV BERDASARKAM WILAYAH KERJIA FUSKESMAS

KAB TRENGGALEK THHM 2016

_ kEmratlan

v

Th &M Th 3 Th 318 Th Jie

Gambar 2.2. Peta kematian Ibu di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016
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Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan suatu
gambaran terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara
lengkap. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu, berarti dalam
wilayah tersebut dapat digambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat
terhadap penularan PD3I. Pada tahun 2014 tercapai 137 desa/kelurahan. Angka ini
mengalami penurunan dibanding tahun 2013 yaitu mencapai 143 desa/kelurahan.
Kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan lagi, yaitu 114 desa/kelurahan dan
pada tahun 2016 terdapat pada 137 desa/kelurahan.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk
merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan
metode pemicuan. Program STBM memiliki indikator outcome dan indikator output.
Indikator outcome STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit
berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

Sedangkan indikator output STBM adalah sebagai berikut :

a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar
sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di
sembarang tempat;

b. Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan
yang aman di rumah tangga;

c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas
(seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia
fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang
mencuci tangan dengan benar;

d. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar; dan

e. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

Desa ODF (Open Defecation Free) atau SBS (Stop Buang air besar
Sembarangan) adalah Desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air
besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari
5 pilar STBM. Pada Tahun 2016 teridentifikasi sebanyak 92 desa/ kelurahan sudah
ODF.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ketersediaan infrastuktur yang memadai berkorelasi dengan tingkat
perkembangan wilayah. Infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun
kuantitas akan menjadi input bagi proses produksi dan memperlancar distribusi
barang ke daerah lain. Infrastruktur juga merupakan faktor pertimbangan bagi
tumbuhnya investasi di daerah. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan
infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah
menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah harus
mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang besar guna menunjang kegiatan
usaha investor. Ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan daya saing daerah
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna
memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk memudahkan mobilitas
penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Kelancaran arus perhubungan
dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di wilayah
Kabupaten Trenggalek. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Trenggalek dapat
dilihat melalui panjang jalan, jumlah jembatan dan kondisi infrastruktur serta
keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bagian dari penyediaan
pelayanan kepada masyarakat, meliputi jalan, jembatan, irigasi, pasar, tempat ibadah,
gedung sekolah, sarana olahraga dan lain-lain.
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Berdasarkan statusnya jalan di Kabupaten Trenggalek di klasifikasikan menjadi
jalan nasional dan jalan kabupaten yang panjang seluruhnya ada 1.045,02 km, terdiri
dari jalan nasional 113.79 km dan jalan kabupaten sepanjang 931,23 km. Dari total
panjang jalan kabupaten 931,23 km pada tahun 2016 dalam kondisi baik sepanjang
661,366 km atau 71.02%, kondisi sedang sepanjang 132,546 km, kondisi rusak ringan
sepanjang 91,757 km dan kondisi rusak berat sepanjang 45,56 km.Sedangkan jaringan
jalan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi
jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan dengan penjelasan
sebagai berikut :

a. Jalan Kolektor Primer

- Kolektor 1 (K-1) : jalan kolektor primer 1 yang melintasi Kab. Trenggalek

adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Kab. Trenggalek dengan
Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek dengan Ponorogo. Ruas jalan- ruas
jalan tersebut adalah ruas jalan Tulungagung-Trenggalek sepanjang 22,85
km, ruas jalan Trenggalek- Batas Trenggalek sepanjang 54,54 km dan ruas
jalan Raya Jarakan-Panggul sepanjang 52,9 km, ruas jalan Trenggalek-Batas
Ponorogo sepanjang 12,95 km (ke arah Ponorogo) dan ruas jalan kota yang
meliputi Jalan Soekarno Hatta, JI. PB Sudirman, Jl. Yos Sudarso dan JI. Mayjen
Soengkono serta Jalan Durenan- Prigi (18,70 km).
Kolektor 2 (K-2) : seluruh jalan kolektor primer 2 yang ada telah
ditingkatkan statusnya menjadi Jalan Kolektor 1 (K-1).

b. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer berfungsi menghubungkan kota jenjang | dengan persil atau

kota jenjang ke Il dengan persil atau kota jenjang ke Ill dengan jenjang ke Il

atau kota jenjang ke 111 dengan persil atau berfungsi menghubungkan antar kota

kecamatan. Ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan lokal primer di Kabupaten

Trenggalek adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan di

Kabupaten Trenggalek.

c¢. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan di Kabupaten Trenggalek adalah jalan yang berada di

lingkungan-lingkungan permukiman yang sebagian besar tersebar di kawasan

pedesaan.

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk lebih
meningkatkan kualitas pelayanan transportasi jalan kepada masyarakat. Indikator
kinerja kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebagai langkah dalam upaya
capaian kinerja peningkatan jalan tiap tahunnya.

Kondisi Infrastruktur Kebinamargaan dan Pengairan di Kabupaten Trenggalek
Tahun 2013-2016 dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21 Kondisi Infrastruktur Kebinamargaan dan Pengairan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

Nilai

Nilai 2013 2014 2015 2016 Satuan

I. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas

1). Jalan Nasional 74.880 74.880 112.870 113.79 Meter

2). Jalan Propinsi 20.210 20.210 - Meter

3). Jalan Kabupaten 949.930 949.930 931.393 931.23 Meter

4). Jalan Desa/Lokal - - - Meter
I1. Kondisi Jalan

1). Aspal 820.017 920.493 892.925 892.761 Meter

2). Berbatu 54.180 Meter

3). Hotmix (Aspal Beton) 53.995 Meter

4). Cor Beton 8.738 29.437 38.468 38.469 Meter

5). Tanah 13.000 Meter

III. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi
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Nilai Nilai Satuan
2013 2014 2015 2016
1). Jalan Baik 497.230 596.974 598.548 661,366 Meter
2). Jalan Sedang 233.590 250.534 187.634 132,546 Meter
3). Jalan Rusak Sedang 162.870 73.339 93.225 91,757 Meter
4). Jalan Rusak Berat 56.240 29.083 51.986 45,56 Meter
IV. Jembatan
Jumlah Jembatan 458 459 467 467 Buah
1). Jembatan Beton 374 374 376 376 Buah
2). Jembatan Komposit 70 70 69 69 Buah
3). Jembatan Rangka Baja 11 11 12 12 Buah
Besi/Dekplang
4). Jembatan Jembatan Gantung 3 4 10 10 Buah
V. Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi
1). Arteri - - - Meter
2). Kolektor 397.180 397.180 355.990 355.990 Meter
3). Jalan Lokal 552.750 552.750 593.940 593.940 Meter
4). Jalan Lingkungan Meter
VI. Panjang jalan yang memiliki:
1). Trotoar 34.000 34.000 34.000 34 Meter
2). Drainase/Saluran Pembuangan Meter
Air
3). Sempadan Jalan Meter
VIL Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan
1). Non Teknis 271.166 271.166 271.166 Meter
2). Teknis
1. Primer 1.100 1.100 5.458 Meter
2. Sekunder 52.562 52.562 47.714 Meter
3. Tersier 185.812 185.812 597.006 Meter
3). Panjang Irigasi / Saluran 510.640 510.640 541.886 Meter
4). Panjang Irigasi Dalam Kondisi 179.225 187.024 159.707 Meter
Baik
5). Panjang Irigasi Dalam Kondisi 206.256 205.165 333.907 Meter
Sedang
6). Panjang Irigasi Dalam Kondisi 125.159 118451 156.564 Meter
Rusak
VIII. Sempadan Sungai
1). Panjang Sempadan Sungai Meter
2). Panjang Sempadan Sungai yg Meter
Dipakai Bangunan Liar
IX. Drainase
1). Jaringan sistem Drainase 959 959 959 Unit
X. Turap
1). Jumlah Lokasi Pembangunan 113.79 Meter
Turap di Wilayah Jalan
Penghubung dan Aliran
Sungai Rawan Longsor
2). Jumlah Seluruh Wilayah Rawan Meter
Longsor

Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek dan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Dalam rangka pengembangan kawasan Pantai Selatan, pemerintah pusat
melaksanakan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang ruas jalannya melewati 3
kecamatan di Kabupaten Trenggalek yaitu Kecamatan Watulimo, Kecamatan
Munjungan dan Kecamatan Panggul. JLS diharapkan mampu mendorong
pertumbuhan kawasan selatan Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi di
bidang pariwisata, pertambangan dan perikanan.

Perencanaan tata ruang yang tepat sebagai bagian dari upaya antisipasi
peningkatan kepadatan penduduk yang diantaranya dengan penataan pelayanan
infrastruktur dasar agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penambahan
infrastruktur yang tidak terencana dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang
tidak diinginkan di kemudian hari. Di samping itu sebagai wilayah yang berbatasan
dengan Kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Pacitan, Kabupaten Trenggalek harus
sinkron dengan program-program yang dicanangkan ketiga kabupaten tersebut.
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Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Trenggalek telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.

Sedangkan untuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) telah disusun
sebanyak 6 (enam) dokumen dari tahun 2013 sampai dengan 2015, namun demikian
6 (enam) dokumen tersebut saat ini masih dalam proses legalisasi menjadi peraturan
daerah. Selain daripada itu sebagai penunjang penataan ruang yang sesuai peraturan
perundang-undangan, pada tahun 2016 dilaksanakan penyusunan Rencana tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Untuk capaian kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun
2013-2016 dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

NO URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016)
Prosentase rasio luasan Ruang

1. | Terbuka Hijau (RTH) publik di (%) 7,90 8,07 8,20 100,00
perkotaan

2 Persentase luasan RTH Publik (%) 28,97 31,49 37,03 49,62

di perkotaan yang direncanakan

Prosentase ketersediaan
3. informasi mengenai Rencana (%) 30,00 40,00 50,00 62,50
Tata Ruang (RTR)

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek dan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman,
aman, sehat, berwawasan lingkungan di Kabupaten Trenggalek meliputi : rumah layak
huni, rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh dan rumah tangga
pengguna air bersih. Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016 dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.23  Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2013-2016

Capaian Kinerja Indikator
NO. Uraian Satuan

2013 2014 2015 2016
Persentase jalan lingkungan dim

0,
1. kondisi baik % 15,94 16,06 30,35 39,36
5 Pers_,entase rumah thak layak % 21,69 3436 3666 5481
huni yang tertangani
Persentase luasan kawasan % i i 150 21,50

kumuh yang tertangani

4. Persentase masyarakat yang
mendapat layanan air bersih/ % - - 4331 62,61
air minum yang aman

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek dan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk. Air bersih
diperlukan untuk kegiatan sehari-hari baik mandi, mencuci, memasak, minum. Air
bersih tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga tetapi berbagai macam
aktivitas seperti industri, perdagangan, jasa, perkantoran, pertanian, perikanan,
peternakan, pariwisata, dan kesehatan. Ketersediaan air bersih yang memadai
merupakan salah satu potensi untuk menarik investasi di daerah. Pada dasarnya
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kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Trenggalek sebagian besar masih
mengandalkan air bawah tanah melalui sumur. Hanya sebesar 0,94 % jumlah
penduduk yang menggunakan air bersih yang disediakan oleh PDAM.

Potensi sumber air bersih untuk berbagai aktivitas di Kabupaten Trenggalek
didukung banyaknya sumber mata air, namun masih banyak yang belum
dimanfaatkan secara optimal. Banyaknya sumber mata air tersebut dapat menjadi
daya saing dalam penyediaan air bersih untuk investor. Dengan pemeliharaan
lingkungan yang berkelanjutan melalui penetapan kawasan sempadan mata air
sebagai kawasan lindung maka kualitas dan kuantitas sumber mata air akan terjaga.
Potensi mata air yang ada di Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2016
tersebar di 374 titik lokasi dengan rata-rata debit air sebesar 1223,60 liter/detik.
Persebaran mata air di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24 Potensi Sumber Air di Kabupaten Trenggalek

Mata Air (Buah) Rata-Rata Debit Air (liter/detik)
No Kecamatan
2013 2014 | 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 Panggul 40 60 77 77 61,00 81,00 2926 338,80
2 Munjungan 3 2 6 6 9,00 9,00 17,7 21,50
3 Watulimo 10 8 8 8 21,00 21,00 53,5 71,50
4 Kampak 5 7 6 6 60,00 60,00 10,0 14,40
5 Dongko 10 21 21 21 20,00 20,00 106,9 107,00
6 Pule 60 62 63 63 235,00 235,00 162,7 172,10
7 Karangan 29 15 16 16 10,00 10,00 247 31,30
8 Suruh 7 23 30 30 18,00 18,00 34,1 47,90
9 Gandusari 7 8 10 10 35,00 35,00 36,8 50,80
10 | Durenan 6 7 7 7 16,00 16,00 29,3 51,30
11 | Pogalan 7 6 6 6 12,00 12,00 33,6 37,90
12 | Trenggalek 21 24 22 22 15,00 15,00 72,7 72,70
13 | Tugu 59 72 57 57 66,00 66,00 118,9 138,90
14 | Bendungan 46 49 45 45 60,00 60,00 65,8 67,50
Jumlah 310 364 374 374 374 658,00 1.059,3 1223,60

Sumber : Dinas PUPR Kab. Trenggalek

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban
umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tanpa dikondisikan
dengan baik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan mengganggu
jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tentu tugas ini harus ada
kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan satuan TNI.

Upaya penertiban dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati dipandang penting, karena dampak pelanggaran berakibat luas terhadap
ketidak stabilan kondisi sosial masyarakat. Maka, untuk meminimalisir terhadap
pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP dan perlindungan masyarakat
memprogramkan berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi serta
melakukan tindakan dini secara cepat dan tepat misalnya dengan melakukan
operasi penertiban dan tindakan preventif (non yustisi).

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan
Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak
semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik
itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat
melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban
umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari
masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras.
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Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap
kehidupan masyarakat tertentu.

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

NO. INDIKATOR SATUAN 2013 2014 2015 2016
1 IndeKs Kebahagiaan (Index of % N/A N/A N/A 68,92
Happiness)
5 | Persentase Penurunan kejadian % 17 14 15 )

konflik antar masyarakat

3 Persentase konflik antar ) % 100,00 100,00 100,00 100,00
masyarakat yang terselesaikan

Penurunan jumlah

4, kasus/orang 45 35 52 23
penyalahagunaan Narkoba

5 Angka partisipasi masyarakat % 55,80 75,00 67.70 )
dalam pesta demokrasi

6. Persentase Organisasi % 40,00 45,00 50,00 18

Kemasyarakatan yang terdaftar
Persentase penurunan jumlah
7. pelanggaran Peraturan Daerah % 87,90 89,90 89,90 1,89
dan Peraturan Bupati
Persentase penyelesaian kasus

8. pelanggaran Peraturan Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00
dan Peraturan Bupati

9. Penurunan kasus kriminalitas Kasus 357 358 467 359
Jumlah Kerusuhan / Kericuhan

10. | yang terjadi di Kabupaten Kali - - - -
Trenggalek

11. | Jumlah Desa Tangguh Bencana Desa/Kel - 526 12 12
Jumlah Wilayah Manajemen

12. | Kebakaran (WMK) yang WMK - - 1 1
terbentuk
Jumlah Personil Pemadam

13| Kebakaran yang bersertifikasi Orang ) ) 5 5

15. Persentase penanganan Bahaya % 53,33 5333 66,67 4615
Bencana Kebakaran

14, Persentase penyelesaian % N/A N/A 80,00 100
permasalahan keagamaan
Persentase peningkatan

15. penerimaan zakat, infaq dan % N/A N/A N/A 5,00

shodaqoh pada BAZNAS

Sumber : Kantor Kesbangpol, BNN, Satpol PP dan Kebakaran, BPBD dan Sekretariat Daerah,
RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Trend perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke
waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus
yang terungkap hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil
saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya belum terukur.
Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi
dan derasnya arus informasi. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba saat ini
belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh (holistik). Hal ini dipengaruhi
oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari
pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya maupun
keamanan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif
dapat dilakukan melalui pendekatan Harm Minimisation, yang secara garis besar
dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu supply control, demand reduction
dan harm reduction. Yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait dan lembaga
swadaya masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya pre-emtif, preventif,
represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan.

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai instansi
koordinator dalam rangka penanggulangan bencana memegang peran penting dalam

11732



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

SOSIAL

peningkatan kesiapsiagaan bencana mengingat Kabupaten Trenggalek merupakan
daerah rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, dan puting
beliung). Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah Kabupaten
Trenggalek, pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, di kabupaten Trenggalek akan
membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK) sebagai upaya mengantisipasi
bencana kebakaran. Untuk setiap pos WMK akan ditempatkan satu unit armada
pemadam kebakaran (Damkar) lengkap dengan personel serta peralatan pendukung
lain seperti tersedia lokasi pengambilan air. WMK sangat dibutuhkan oleh masyarakat
Kabupaten Trenggalek, sebab musibah kebakaran dan bencana lainnya akan datang
dengan tiba-tiba dan tentunya membutuhkan kesiapan ekstra cepat dari pihak terkait
dan masyarakat dalam menanggulanginya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa pengertian
Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi
dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan Program
Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dunia wusaha, serta masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga program-program penanggulangan
kemiskinan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga
dilaksanakan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Pusat telah
menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi :

a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
b. Program Indonesia Pintar;
c. Program Indonesia Sehat.

Ketiga program tersebut merupakan upaya pemerintah memperbaiki program
kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Upaya
perbaikan tersebut berupa pemberian :

a. Simpanan Produktif;

b. Kesempatan berusaha dan bekerja;
c. Keberlanjutan pendidikan anak;

d. Jaminan Kesehatan.

Dengan pemberian berbagai bantuan non tunai tersebut, pemerintah berharap
dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu melalui kegiatan produktif.
Salah satu perbaikan program tersebut diantaranya dengan diperkenalkannya
penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu. Hal ini
dilakukan agar penyaluran program bantuan tunai dapat lebih baik dan lebih efisien.
Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial Pemerintah telah menerbitkan
kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, yaitu :
a. Kartu Keluarga Sejahtera untuk penerima Program Simpanan Keluarga
Sejahtera;
b. Kartu Indonesia Pintar untuk penerima Program Indonesia Pintar;
c. Kartu Indonesia Sehat untuk penerima Program Indonesia Sehat.
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Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan sesuai dengan RPJMN 2015-
2019 mengacu pada tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan, yakni :

a. Mewujudkan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh;
b. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat;
c. Mengembangkan penghidupan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Untuk perencanaan program perlindungan sosial tahun 2016-2021 akan
menggunakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) vyang telah
dilaksanakan pada Tahun 2015, PBDT ini menjadi sistem basis data yang dapat
digunakan yang menyediakan nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik
rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-
ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program dan bertujuan memperbaiki
kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

Dengan menggunakan data dari PBDT 2016, jumlah dan sasaran penerima
manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan
membantu meminimalisasi kesalahan dalam penetapan sasaran program sosial. Agar
data yang dihasilkan valid, akurat dan dapat digunakan sebagai alat dasar
pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam program penanggulangan
kemiskinan.

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Sosial

NO. Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016

1. Persentase penduduk % N/A 82,55 82,55 91,78
berpenghasilan rendah yang
tercover dalam program
pengentasan kemiskinan nasional

2. Persentase fakir miskin yang % 19,64 20,08 20,26 22,21
sudah mendapatkan penanganan
melalui upaya pemberdayaan
sosial dalam wadah Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial lainnya

3. Persentase jumlah anak terlantar % 71,61 72,47 71,73 83,19
luar panti, lanjut usia terlantar,
penyandang cacat fisik, cacat
mental, cacat fisik dan mental, eks
penderita penyakit kronis yang
mendapatkan bantuan sosial
pemenuhan kebutuhan dasar

4. Persentase jumlah % 8,66 7,46 13,34 18,39
psikotik/korban pasung, 5 jenis
PMKS, anak berhadapan hukum/
diperlakukan salah/bermasalah
sosial, perempuan
terlantar/diperlakukan salah, dan
PMKS lain yang mendapatkan
penanganan rehabilitasi sosial

5. Persentase korban bencana yang % 100,00 100,00 100,00 100,00
mendapatkan perlindungan sosial
6. Jumlah anak terlantar usia remaja Orang 21 69 153 177,00

(15 -18 tahun) terampil

7. Persentase penyandang cacat % 5,05 6,37 6,92 84,99
yang mendapatkan penanganan
rehabilitasi sosial
(pembinaan/pelatihan/bantuan
sosial)

8. Persentase pemenuhan % 39,05 41,10 41,10 49,32
kebutuhan dasar bagi anak
terlantar dalam panti

9. Persentase peningkatan anak % 5,30 9,85 4,92 9,87
terlantar dalam panti yang
mendapatkan penanganan
rehabilitasi sosial
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NO. Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016

(pembinaan/pelatihan)

10.  Jumlah eks penyakit sosial yang Orang 58 47 5 132,00
mendapatkan penanganan
rehabilitasi sosial
(pembinaan/pelatihan)

11. Persentase partisipasi Potensi % 791 8,42 8,42 9,36
dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam upaya penanangan
kesejahteraan sosial

12. Persentase % 6,96 12,92 7,30 9,12
pembinaan/penyuluhan sosial
terhadap PSKS

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek,
RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Realita kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
membutuhkan perhatian, penanganan, pengurusan, serta penanggulangan yang
khusus, sehingga mereka dapat memperoleh atau menikmati hak untuk bertahan
hidup yang layak, tidak diperlakukan diskriminatif, jaminan sosial, dan
pemberdayaan. Kemiskinan telah menimbulkan dampak negatif beragam dalam
kehidupan masyarakat yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dampak negatif
kemiskinan antara lain secara sosial-ekonomi menjadi beban masyarakat, rendahnya
kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat,
menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menurunnya
kepercayaan mansyarakat terhadap pelayanan birokrasi, dan kemungkinan
menurunnya mutu generasi yang akan datang. Hal ini tentunya harus menjadi
prioritas dalam pembangunan daerah, dimana untuk membuktikan bahwa Negara
hadir dalam penanganan masalah sosial.

2.1.3.2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
TENAGA KERJA

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab | pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga
kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Informasi data ketenagakerjaan akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah
daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan
kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel dibawah ini akan menggambarkan capaian Kkinerja urusan

ketenagakerjaan.
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

m INDIKATOR SATUAN | 2013 2014 | 2015 2016 |

Persentase jumlah tenaga kerja peserta % 88,50 86,75 N/A 90,00
pelatihan yang terampil

2. Persentase tenaga kerja yang % 87,50 87,50 8889 90,32
mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi

3. Persentase penempatan tenaga kerja % 37,32 89,95 9096 82,00

4. Persentase Tenaga Kerja Indonesia % 15,59 32,69 40,40 43,00
(TKI) yang ditempatkan pada jabatan
formal
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NO. INDIKATOR SATUAN 2013 ‘ 2014 ‘ 2015 2016

5. Persentase penempatan tenaga kerja % 52,96 56,87 5154 59,00
dalam negeri (AKAD dan AKL) terhadap
penempatan tenaga kerja

6. Persentase peningkatan tenaga kerja % 18,48 18,48 38,82 39,00
yang menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan

7. Persentase perselisihan yang % 100,00 100,00 100,00 100,00
diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama

8. Persentase sarana Hubungan Industrial % N/A 31,25 3125 3542
yang sudah dibentuk

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek dan RP/MD Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016-2021

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Istilah “gender” tidak mudabh jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan
sering disalah-artikan sebagai istilah yang merujuk pada perempuan saja atau sebagai
konsep yang diimpor dari Barat. Gender adalah konsep yang mengacu pada
pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat
keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Selain itu, gender
diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan
tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi
sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat
dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda disetiap tempat dan waktu.

Upaya pengarusutamaan gender baik di Kabupaten Trenggalek masih terfokus
hanya pada peningkatan partisipasi perempuan dan tidak terfokus secara luas pada
persoalan hak asasi manusia, kemajuan dan pemberdayaan, dan disparitas peluang
ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan gender dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan juga belum dipahami dengan baik.

Pada Tahun 2015 Kabupaten Trenggalek memperoleh penghargaan nasional
“Kabupaten Layak Anak” tingkat pratama, dimana ini merupakan gambaran umum
bahwa ada upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan
kawasan yang ramah anak.

Adapun tabel berikut menjelaskan tentang capaian kinerja urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

\(0) ‘ INDIKATOR SATUAN 2013 | 2014 2015 2016
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 91,04 9258 92,76 92,75
2. Indeks Pemberdayaan Gender Poin 7065 70,77 7192 72,38

(IDG)
3 Angka Melek Huruf Perempuan % N/A N/A 92,00 99,90
4 Angka Pemenuhan Hak Anak % 3500 37,00 40,00 100,00
(PUHA)
5 Persentase layanan bagi % N/A N/A 65,00 65,00
perempuan dan anak korban
kekerasan

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek,
RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

PANGAN

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan
adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau
pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (Urban Farming atau
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Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian
adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan
terpenuhinya cadangan pangan di Kabupaten Trenggalek.

Berikut disajikan capaian kinerja urusan Pangan di Kabupaten Trenggalek
sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29 Realiasasi dan target Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Trenggalek

No. Komoditi Satuan Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016

1 | Ketersediaan Pangan :
Padi ton 181.476,39 | 155.908,69 | 170.660,66 196.451
Jagung ton 63.424,18 67.535,81 80.672,95 88.135
Kedelai ton 5.936,04 7.951,88 9.793,20 8.492
Kacang Tanah ton 3.560,13 1.899,25 2.739,69 2127
Ubi Kayu ton 336.309,30 | 361.774,45 | 298.117,95 174.805
Pola konsumsi masyarakat

2 | yang berimbang sesuai skor PPH 78,90 89,40 87,89 89,3
PPH (Pola Pangan Harapan)

3 Angka Kecukupan Gizi (AKG) kalori/
masyarakat kapita/ hari
Energi (kkal/kapita/hari) 4.262,00 5.617,00 5.630,00 7.207
Protein (gr/hari) 160,54 270,74 283,84 139,33

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

PERTANAHAN

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan
bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator
pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian
dalam kepemilikan. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak millik yang
membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”,
maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai
orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha
merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna
perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun. Oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai
langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang
dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD).

Dari seluruh bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebanyak
787 bidang tanah yang sudah bersertifikat masih sebanyak 491 bidang tanah atau
62,38%. Dan sebanyak 130 bidang tanah masih dalam tahap proses persertifikatan.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari proses persertifikatan sejak tahun 2011
yang hingga saat ini masih belum selesai.

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan jalan wilayah Popoh-Prigi-
Panggul (Jalan Lintas Selatan) Pemerintah Kabupaten Trenggalek di tahun 2016
melakukan pembebasan lahan milik Perhutani seluas 208,38 Ha, tanah milik
penduduk dan lain-lain yang dibebaskan seluas 37,846 Ha. Sedangkan tanah yang
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belum terbebaskan berupa tanah kawasan hutan dan tanah non kehutanan seluas
73,842 Ha atau seluas 22,99%.

LINGKUNGAN HIDUP

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan
berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting
untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan
faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang
muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah. Meningkatnya
intensitas  kegiatan di Kabupaten Trenggalek mengakibatkan antara lain
bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini
menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak
dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan
daya dukung wilayah pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Tabel dibawah
ini adalah Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup :

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

. Th. Th.
No Uraian Satuan 2015 2016
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 54,61 64,54
a. Indeks Kualitas Air Poin 10,00 36,67
b. Indeks Kualitas Udara Poin 89,98 96,42
2. Persentase Pemantauan status mutu air % N/A 100,00
3 Bertambahnya Cakupan Sumber Mata Air Yang titik 265 12,00
Lestari
4 Persentase_ Pengawasan pentaatan lingkungan dari % N/A 20,00
usaha/kegiatan

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dimulai secara kuantitatif menggunakan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber
diantaranya Environmental Performance Index (EPI). Tiga indikator yang menjadi
dasar penilaian IKLH saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan.
IKLH dihitung dengan cara menggabungkan semua komponen indeks yang mencakup
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks
Tutupan Hutan (ITH). IKLH dapat memberi sumbangan penting dalam rangka
pengkajian risiko lingkungan dan pengelolaan risiko lingkungan karena IKLH
mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan
hidup. Peningkatan IKLH dapat dilakukan melalui (i) penyediaan satu taman satu
komunitas/desa, (ii) pencanangan satu rumah satu pohon, (iii) kampanye pagar hijau,
(iv) inisiasi pengembangan jalan yang berbunga dan berpohon buah-buahan (urban
trees), (V) inisiasi kebijakan/peraturan mengenai gedung yang berwawasan lingkungan
(green building), (vi) pengembangan pertanian di perkotaan (urban farming), (vii)
perwujudan Kabupaten Trenggalek green & clean, (viii) penghargaan untuk individu
yang peduli lingkungan dan lain sebagainya.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dengan jumlah penduduk hasil registrasi penduduk Tahun 2016 sebanyak
773.926 jiwa, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Tingkat kepemilikan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 baru
mencapai 90,16%. Dalam hal penerapan KTP Nasional berbasis NIK, khusus untuk
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Kabupaten Trenggalek baru mulai terlaksana tahun 2012. Kabupaten Trenggalek saat
ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang
merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi
komunikasi secara online. Tabel dibawah ini adalah Capaian Kinerja Urusan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Uraian Satuan Th. 2015 Th. 2016"

1. Rasio Penduduk ber KTP-el % 83,00 90,16

2 Rasm_Penduduk Usia 0-18 tahun yang ber akte % 76,00 81,75
kelahiran

3 Rasm_percepatan penyele_salan KTP, KK, dan Akta % 0,00 19,60
Kelahiran dalam satu hari

4, Rasio Penerbitan Akta Kematian % 26,00 79,09

5. Rasio Validitas Data Penduduk % 95,00 96,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap .

6. Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nilai B (70.37) B (76.27)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program pembangunan
diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Kebijakan arah
pembangunan ini dilandasi pemikiran bahwa pemberdayaan masyarakat perdesaan
dan wilayah perdesaan akan mengurangi kemiskinan/pemiskinan struktural
masyarakat/wilayah perdesaan sehingga dapat menekan laju urbanisasi yang
potensial menimbulkan permasalahan sosial. Pemberdayaan masyarakat adalah
proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang
berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi
dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan
masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Rukun Warga/Rukun Tetangga
(RW/RT).

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Uraian Satuan 2015 2016
1 Indeks Desa Membangun (IDM) % 0,64 0,6541
2 | Persentasec Jumlah Desa Cepat Berkembang % - 500
3 Persentase APBDesa yang selaras RKPDesa % 78,00 88,00
4 | Persentase RPJMDesa yang selaras RPIMD % 60,00 75,00
5 Persentase RKPDesa yang selaras RPJMDesa % 80,00 92,00

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat i
6 | (LPM) yang akiif LPM 30
7 | Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mandiri Kelompok 280 5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam
masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya
individu dalam masyarakat pada awalnya selalu ditopang oleh institusi keluarga yang
baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten
Trenggalek yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Jika dilihat
perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Trenggalek cenderung
fluktuatif. Jika pada tahun 2013, cakupan peserta KB aktif mencapai 81,50%, di
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tahun 2015 hanya sebesar 77,20% sedangkan di tahun 2016 mengalami
kenaikan mencapai 75,40%. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif
adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur
(PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tabel dibawah ini adalah
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No. Uraian Satuan 2013 2014 2015 | 2016"

1 Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran % 23 2,08 2,08 2,05
Total

2 Persentase KB Aktif % 91,2 84,77 75,00 75,40

3 ;(e)rtsr:entase PUS yang istrinya dibawah usia % 0,80 0,70 087 0,86

4 Per§entase Penyuluhan Bahaya Narkoba % N/A N/A 50,00 60,00
bagi Pemuda

5 Persentase psaha Peningkatan Pendapatan % 81,80 83,70 82,00 83,00
Keluarga Sejahtera

6 Persentase Layanan Keluarga Sejahtera % 74,00 75,00 77,00 96,00

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek

PERHUBUNGAN

Kabupaten Trenggalek memiliki fasilitas transportasi berupa terminal luar kota
dan terminal dalam kota (MPU) yang lokasinya terpisah. Terminal luar kota melayani
kendaraan umum jarak jauh yaitu antar kabupaten dan antar provinsi, oleh sebab itu
moda transportasi yang masuk dan keluar terminal ini berukuran besar yaitu bus
beroda empat dan enam. Sarana angkutan umum yang melintasi kawasan perkotaan
Trenggalek meliputi bus, colt, dan angkutan pedesaan. Sedangkan fasilitas
transportasi yang ada berupa Terminal Bus dan Terminal Mobil Penumpang Umum
(MPU) yaitu berupa Sub Terminal sebagai terminal mobil umum ukuran Kkecil
(semacam Angkot/Angkutan Kota).

Capaian kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Trenggalek seperti pada
tabel berikut:

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No. Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016"

1 Persgntase pelanggaran disiplin 6,17 9,33 10,00 95
lalu lintas dan angkutan
Persentase kebutuhan

2 n . %
prasarana kelengkapan jalan :
a. Rambu % 55,20 64,47 68,00 71,33
b. Marka % 39,28 4577 57,00 67,77
c. Guardrail % 7,52 12,00 16,00 19,24
d. LPJU (Lampu Penerangan % 10403 | 10711 | 8900 | 10819
Jalan Umum)
Persentase Pelayanan lalu o

3 lintas dan Angkutan & 83,00 85,00
Persentase jumlah MPU yang

4 tertib dalam mengurus ijin % 63,50 73,36 77,00 78,00
trayek

5 Persentase I_(e_ndqraan angkutan % 100,00 100,00 92,00 94,00
dalam kondisi baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek
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KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah
menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan
oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah tersedia selama ini, vyaitu
http://www.trenggalekkab.go.id, yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten
Trenggalek dapat secara mudah diakses oleh siapapun.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Trenggalek menjadi
tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan
kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan
sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan
surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang
diimbangi dengan integritas jajaran penyelenggara pemerintahan diharapkan akan
menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Trenggalek dan meningkatnya
kepercayaan publik kepada birokrasi. Pada Tahun 2013 juga telah dibentuk Pejabat
Pengelola Informasi Daerah (PPID) baik ditingkat Kabupaten dan masing-masing
SKPD yang akan menjadi sumber informasi secara struktural kepada seluruh
masyarakat yang membutuhkan informasi yang memenuhi persyarakat dan prosedur
yang telah ditentukan.

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Kabupaten
Trenggalek sudah dirasa cukup besar. Dalam mewujudkan Kabupaten Trenggalek
sebagai “SMART Regency”, hal ini telah dimulai pembangunan jaringan internet
yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Fasilitas
hotspot (wi-fi) gratis direncanakan menjangkau spot di masing-masing kecamatan
dengan bekerjasama dengan PT. Telkom.

Tabel dibawah ini adalah Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika:

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016
1 | Indeks e-Goverment % N/A N/A N/A 2,82
2 Persentase Perangkat

Daerah yang menyediakan % 56,25 64,58 29,17 100,00
layanan web

3 Persentase Perangkat
Daerah yang menyediakan
Sistem Informasi
Manajemen

% 10,42 14,58 10,42 22,70

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek
*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Permasalahan eksternal yang paling mendasar yang dihadapi oleh koperasi
sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah masalah iklim usaha. Belum membaiknya
iklim usaha dilingkungan koperasi antara lain diindikasikan dari kesulitan koperasi
untuk mengembangkan permodalan, teknologi produksi, pemasaran, dan informasi.
Kesulitan tersebut berpangkal dari adanya berbagai kondisi, baik yang terbentuk
secara alami sebagai derivasi dari sistem perekonomian yang dilaksanakan, maupun
yang timbul dari berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dukungan
iklim usaha yang kondusif bagi terbukanya peluang untuk berbisnis dan
mengembangkan bisnis sangat diperlukan.

Dengan memperhatikan berbagai karakter dan potensi koperasi terutama
dalam hal ketahanannya menghadapi kondisi perekonomian nasional yang belum
berpihak kepada kelompok miskin maka sudah sepatutnya koperasi lebih
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diberdayakan. Kepentingan pemberdayaan koperasi terkait dengan penggunaan
modal, bahan baku lokal, serta kemampuan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu
maka dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan,
pemberdayaan koperasi menjadi salah satu opsi yang perlu diperhitungkan.

Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo
masyarakat terhadap keberadaan koperasi mulai meningkat terutama pada daerah-
daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Ada hal menarik yang
menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif,
koperasi tidak aktif dimana dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif
juga dibarengi dengan peningkatan jumlah kopersi tidak aktif. Hal tersebut
dimungkinkan karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru,
bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif. Capaian Kinerja Urusan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Uraian Satuan 2013 2014 2015 20169
Persentase Koperasi Aktif % - - 31,10 46,00
Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi orang 80.029 86,514
Persentase Koperasi Sehat % 19,64 25,00
Pembinaan dan Pengembangan Usaha unit 99 27 296 69.00
CUMKRM L __.___l__
Penumbuhan wirausaha baru unit 14 100 60,00
" Pengembangan jaringan dan pemasaran . . . . __
_produkUMKM e BB ®
Penguatan kelembagaan dan permodalan unit 69 119 110 5000
JUMKM T T
Peningkatan standarisasi produk UMKM produk 50 - 25 17,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek

PENANAMAN MODAL

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan
pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat
dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan
daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan
bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah.
Adapun perkembangan jumlah investasi di Kabupaten Trenggalek cenderung
fluktuatif yaitu pada tahun 2013 sebesar 130,3 milyar rupiah, naik kembali pada
tahun 2014 sebesar 419,123 milyar rupiah dan tahun 2015 sebesar 165 milyar
rupiah. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah investasi di Kabupaten Trenggalek
mencapai 232 milyar rupiah.

Dengan capaian investasi sebagaimana tersebut diatas, tetap diperlukan
langkah-langkah dan kebijakan khusus untuk pengelolaan pengembangan selanjutnya.
Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan pelayanan perizinan dan penanaman
modal, meningkatkan strategi promosi investasi, menerapkan teknologi informasi dan
mempersiapkan perbaikan SDM tenaga kerja yang berkualitas.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri
secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh
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pihak  Pemerintah  Kabupaten Trenggalek. Penyediaan sarana dan prasarana
kepemudaan, seperti balai karang taruna hingga saat ini dirasakan masih belum
optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan balai karang taruna masih
ditingkatkan. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa Kemenpora
memiliki target RPIMN, seluruh Desa memiliki lapangan olahraga pada tahun 2019.
Hal ini tentunya dapat diimplementasikan, sehingga dapat meningkatkan jumlah atlet
dan cabang olahraga berprestasi. Tabel dibawah ini adalah Capaian Kinerja Urusan
Kepemudaan dan Olahraga :

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 20169
1 Persentase organisasi. % ) ) 92,00 93,00
kepemudaan yang aktif
Jumlah pemuda kader dan orang ) ) 204 204

pelopor yang terbentuk
Jumlah atlet yang berprestasi
di tingkat regional dan orang 5 10 21 20
internasional

Jumlah tenaga keolahragaan
2 yang memenuhi standar orang - - 25 50
kompetensi keolahragaan

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek

STATISTIK

Dokumen Kabupaten Trenggalek Dalam Angka selama periode 2010-2015
selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor
pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri
serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait
Kabupaten Trenggalek dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta
dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.
Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Trenggalek yang dapat
memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di
Kabupaten Trenggalek. Selain itu produk lain yang dihasilkan adalah IPM, Buku Profil
Kabupaten Trenggalek dan Buku Saku. Tabel dibawah ini adalah Capaian kinerja
Urusan Statistik :

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Statistik

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016

Persentase buku/
dokumen statistik
pembangunan daerah
yang dihasilkan

% 80,00 80,00 80,00 100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Trenggalek

PERSANDIAN

Urusan Persandian adalah urusan baru sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebelumnya melekat di Urusan Otonomi
Daerah dengan Perangkat Daerah Pelaksana yaitu Sekretariat Daerah (Bagian Humas
dan Protokol) yang selanjutnya merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika. Tabel dibawah ini adalah Capaian kinerja Urusan
Persandian :
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Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Persandian

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 20169

Persentase pelayanan
Jaringan persandian di
Perangkat Daerah
dalam kondisi baik

% 68,75 70,83 72,92 75,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek

KEBUDAYAAN

Selain daerah wisata, Kabupaten Trenggalek juga dikenal sebagai daerah
dengan budaya yang khas dan diharapkan terus berkembang hingga level nasional
dan bahkan internasional. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang
ada di masyarakat, Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya menyelenggarakan festival
seni dan budaya bagi warga dan wisatawan (seperti Festifal Jaranan Turangga Yaksa)
serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya. Tabel dibawah ini adalah Capaian
kinerja Urusan Kebudayaan :

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No Uraian Satuan | 2013 | 2014 | 2015 20169

Persentase Benda Cagar
1 Budaya/situs yang % 13,00 | 13,00 | 19,00 19,00
terdeskripsi dan dilestarikan
Jumlah Penyelenggaraan
event dan gelar seni sebagai

2 . event - - 2 3
misi kebudayaan level
regional dan nasional (event)

3 Persentase kesenian yang % 2000 | 2500 | 13,00 14,00

dilestarikan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek

PERPUSTAKAAN

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama kurun waktu tahun 2013-2016 di
Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2013 jumlah kunjungan
perpustakaan mencapai 16.334 orang dan kembali menurun menjadi 14.670 orang
pada tahun 2014 dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 16.582 orang.
Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan, sehingga pengunjung
perpustakaan mencapai 14.753 orang. Sedangkan ketersediaan MPK (Mobil
Perpustakaan Keliling) sebagai salah satu sarana prasarana yang dimiliki, Jumlah
peminat baca MPK (Mobil Perpustakaan Keliling) pada weekend lumayan banyak
peminatnya, demikian juga MPK ke sekolah-sekolah. Jumlah peminat baca Mobil
Perpustakaan Keliling mencapai 10.232 kunjungan di tahun 2016.

Sedangkan letak perpustakaan yang masih relatif jauh dengan tempat
tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung
perpustakaan. Perpustakaan Desa tumbuh cukup signifikan dimana pada Tahun
2013 hanya ada 33 perpustakaan desa dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 41
perpustakaan desa. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat perpustakaan Desa yang
mendapatkan pembinaan sebanyak 5 perpustakaan desa. Di sisi lain, makin
mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya
pengunjung perpustakaan. Tabel dibawah ini adalah Capaian kinerja Urusan
Perpustakaan :
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Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016"
1 | Indeks Minat Baca Jumlah - - N/A 1475
kunjungan
o | Jumlah pengunjung Jumlah 16334 | 14670 | 16582 | 14753
perpustakaan kunjungan
3 Jumlah Perpugtakaan unit 33 a1 a1 46
Desa yang aktif

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek

KEARSIPAN

2.1.3.3

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang
memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri.
Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Trenggalek
pada tahun 2015 baru mencapai 14,58% dan pada tahun 2016 mencapai 16,67%.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan
profesional juga perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya,
baik secara fisik ataupun informasinya. Tabel dibawah ini adalah Capaian Kinerja
Urusan Kearsipan :

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016"
Persentase data Perangkat o

L Daerah yang dikelola dengan baik % 14,58 14,58 14,58 396
Persentase jenis

o, | data/informasi/arsip yang % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
dimasukkan dalam data
kearsipan

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek

URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Potensi kelautan Perikanan di Kabupaten Trenggalek sangat besar dengan
panjang pantai mencapai 96,00 km dan luas wilayah laut ZEE mencapai = 213.350 Ha.
Potensi perikanan darat dan laut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Pengembangan potensi perikanan mulai direalisasikan dengan pembangunan
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Pantai Prigi dengan harapan bisa
mengentaskan kemiskinan para nelayan setempat. PPN Prigi kedepannya akan
dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang didukung dengan
pengembangan Jalan Lintas selatan (JLS).

Tabel berikut menjelaskan mengenai potensi kelautan dan perikanan tahun
2013-2016.

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2016

No URAIAN Satuan 2013 2014 2015 2016
1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Poin N/A 110,00
2 | Angka Konsumsi Ikan kg{;ﬁﬁga/ 22,66 22,88 2351 28,2
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No URAIAN Satuan 2013 2014 2015 20169
Luas Kawasan Mangrove
s dalam Kondisi Baikg ha 85,00 90,00
Jumlah POKMASWAS yang
4 | terbentuk sampai dengan POKMASW 10 11
AS
tahun yang berkenaan
Jumlah Masyarakat Yang
5 Disosialisasi Pgrundang— Orang 200 205
undangan Perikanan pada
tahun yang berkenaan
6 Produksi ikan :
Produksi Perikanan
Budidaya
a. Pembesaran ton 2.744,44 3.236,76 3.866,35 4.129,81
- Kolam ton 3.862,25 4.103,592
- Tambak ton 4,10 26,218
b. Produksi pembenihan ekor 26.411.850 26.556.350 27.892.150 27.488.300
c. RTP Pembudidaya RTP 1.931 1.964 1.998 2.0.29
d. Luas Kawasan Budidaya Ha 27,96 28,96
- Kolam Ha 18,72 19,25 19,96 20,16
- Tambak Ha 8,00 8,80
R L 36.568,06 18.550,35 24.751,84 4.652,19
Tangkap
- Tangkap Laut ton 36.550,16 18.532,23 24.733,49 4.632,98
= UL S R D S ton 17,90 1812 18,35 1921
Daratan
7 [T ton 2444727 9.976,83 1080466 | 2105115
didiversifikasi

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Trenggalek

Dari data produksi hasil kelautan dan perikanan Tahun 2013-2016, produksi
perikanan tangkap laut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 produksi perikanan
tangkap mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 24.751,84 ton menjadi
4.652,19 ton atau mengalami penurunan sebesar 20.099,65 ton atau sebesar 81,21%.
Sedangkan dari produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan yang cukup
signifikan, dimana pada tahun 2015 produksi perikanan budidaya sebesar 3.866,35
pada tahun 2016 produksinya sebesar 4.129,81 ton atau mengalami peningkatan
sebesar 263,46 ton atau sebesar sebesar 6,81 ton.

Jumlah rumah tangga perikanan Tahun 2016 tercatat sebanyak 4.136 rumah
tangga terdiri dari 1.807 rumah tangga perikanan tangkap laut, 300 Rumah tangga
Perikanan Tangkap PUD, 2.017 rumah tangga perikanan budidaya kolam dan 12
Rumah tangga Perikanan Budidaya Tambak. Rumah tangga perikanan laut terdapat
pada 3 kecamatan yaitu Panggul, Munjungan dan Watulimo. Tabel dibawah ini
menjelaskan tentang Jumlah Rumah Tangga Perikanan menurut jenisnya per
kecamatan.

Tabel 2.44 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenisnya (RTP) Tahun 2016

Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya
No. | Kecamatan Tangkap Tangkap Budidaya Budidaya JUMLAH
Laut Perairan Umum Kolam Tambak
Daratan

1 PANGGUL 242 - 73 9 324
2 MUNJUNGAN 743 9 11 2 765
3 | WATULIMO 822 - 204 1 1.027
4 KAMPAK - 21 81 - 102
5 DONGKO - 17 71 - 88
6 PULE - - 83 - 83
7 KARANGAN - 8 224 - 232
8 SURUH - - 45 - 45
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Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya
No. | Kecamatan Tangkap T_a L Budidaya Budidaya JUMLAH
Perairan Umum
Laut Kolam Tambak
Daratan

9 GANDUSARI - 50 196 - 246
10 DURENAN - - 229 - 229
11 POGALAN - 13 334 - 347
12 | TRENGGALEK - 28 184 - 212
13 TUGU - 154 146 - 300
14 | BENDUNGAN - - 136 - 136

Jumlah 1.807 300 2.017 12 4.136

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Trenggalek

Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang berada di pesisir
selatan Jawa Timur maka Kabupaten Trenggalek berpotensi untuk dikembangkan
menjadi kawasan minapolitan baik berbasis perikanan tangkap maupun perikanan
budidaya. Potensi perikanan budidaya yang dapat dikembangkan di Kabupaten
Trenggalek adalah budidaya ikan nila dan ikan lele di Desa Sumurup Kecamatan
Bendungan sebagai pusat kegiatan minapolitan serta budidaya ikan lele di Desa
Sambirejo Kecamatan Trenggalek sebagai kawasan hinterland. Sedangkan kawasan
minapolitan berbasis tangkap dikembangkan di Kecamatan Watulimo dengan
Kecamatan Panggul dan Kecamatan Munjungan sebagai hinterland-nya.

Ada 4 komoditas unggulan dari perikanan tangkap di Kabupaten Trenggalek,
yaitu lkan Cakalang, Ikan Tuna, Layur dan Lobster dengan capaian produksi Tahun
2016 untuk Ikan Cakalang sebesar 79,27 ton, ikan tuna madidihang sebesar 232,24
ton, ikan tuna mata besar sebesar 1,978 ton, ikan layur sebesar 1,371,65 ton, dan
lobster sebesar 0,66 ton. Sedangkan produksi Perikanan Budidaya, komoditas yang
diunggulkan meliputi 3 komoditas, yaitu Ikan Lele, Gurami dan Nila dengan capaian
produksi tahun 2016 untuk ikan lele sebesar 3.633,602 ton, ikan gurami sebesar
337,51 ton, dan ikan nila sebesar 114,15 ton. Sedangkan untuk budidaya tambak
dengan komoditas udang vanamme pada tahun 2016 mengahasilkan produksi sebesar
26,218 ton.

Dalam pengembangan sektor perikanan, selain program minapolitan juga dapat
dikembangkan program agrominapolitan yang menggabungkan konsep pertanian dan
perikanan dalam suatu kawasan pengelolaan terpadu sehingga dapat mewujudkan
sistem agro/mina industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

PARIWISATA

Objek wisata di kabupaten Trenggalek dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu
objek wisata alam, objek wisata budaya dan objek wisata minat khusus. Hingga akhir
2016 jumlah obyek wisata yang telah dikelola dan potensi objek wisata yang layak jual
di Kabupaten Trenggalek sebanyak 21 obyek wisata alam yang terdiri dari obyek
wisata pantai, goa, pemandian, agrowisata, air terjun, dan telaga. Selain obyek wisata
alam, di Kabupaten Trenggalek juga terdapat obyek wisata budaya dan minat khusus.
Jenis objek wisata di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.45 Objek Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek

No. Obyek Wisata Jenis Wisata Lokasi
Kecamatan
1 Pantai Prigi Wisata Alam Watulimo
2 Pantai Karangongso Wisata Alam Watulimo
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No. Obyek Wisata Jenis Wisata Lokasi
Kecamatan
3 Pantai Damas Wisata Alam Watulimo
4 Pantai Cengkrong Wisata Alam Watulimo
5 Pantai Pelang Wisata Alam Panggul
6 Pantai Konang Wisata Alam Panggul
7 Pantai Blado Wisata Alam Munjungan
8 Pantai Ngampiran Wisata Alam Munjungan
9 Gua Lowo Wisata Alam Watulimo
10 Gua Suruban Wisata Alam Watulimo
11 Gua Ngerit Wisata Alam Kampak
12 Gua Gajah Wisata Alam Bendungan
13 Gua Kalimati Wisata Alam Dongko
14 Gua Pringapus Wisata Alam Dongko
15 Pemandian Tapan Wisata Alam Karangan
16 Wonowisata Wisata Alam Trenggalek
17 Agrowisata Dilem Wisata Alam Bendungan
18 Air Terjun Kalianak Wisata Alam Tugu
19 Air Terjun Jero Guih Wisata Alam Karangan
20 Telaga Beji Maron Wisata Alam Gandusari
21 Taman Kili-Kili Wisata Alam Panggul

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek

Tabel 2.46 Obyek Wisata Budaya

No. Obyek Wisata Jenis Wisata Lokasi Kecamatan

1 Upacara Larung Sembonyo Wisata Budaya Watulimo

2 Upacara Longkangan Wisata Budaya Munjungan

3 Prasasti Kamulan Wisata Budaya Durenan

4 Tradisi Tiban Wisata Budaya Trenggalek

5 Jaranan Turonggo Yakso Wisata Budaya Dongko

6 Tradisi Baritan Wisata Budaya Dongko

7 Tradisi Religi Kupatan Wisata Budaya Durenan dan Trenggalek

8 Bersih Dam Bagong Wisata Budaya Trenggalek

9 Bersih Belik Sumbergedong Wisata Budaya Durenan dan Trenggalek
10  Tradisi Ngitung Batih Wisata Budaya Dongko

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek

Tabel 2.47 Objek Wisata Minat Khusus

_ Obyek Wisata ~_Jenis Wisata _ Lokasi Kecamatan
1 Panjat Tebing Gunung Linggo Minat Khusus Karangan
2 Panjat Tebing Gunung Sepikul Minat Khusus Watulimo

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek

Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Trenggalek telah menjadi sektor yang
cukup strategis di dalam perekonomian daerah karena memberikan kontribusi yang
cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari nilai manfaat yang
besar kepada daerah tujuan wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung .
Nilai manfaat yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata mampu memberikan
kontribusi terhadap sistem perekonomian suatu wilayah karena aktivitas pariwisata
dapat berkembang menjadi aktivitas industri yang mampu menggerakkan sektor
ekonomi. Manfaat tersebut bisa berupa penyerapan tenaga kerja di sektor
pariwisata maupun berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata
seperti hotel, rumah makan, transportasi, jasa penukaran uang asing dan lain-lain.

Industri pariwisata cukup kompleks karena melibatkan banyak stakeholder di
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dalamnya, serta melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun terkadang
ada beberapa pihak yang belum dapat bersinergi dalam misi pengembangan
pariwisata. Sehingga sumber daya pariwisata yang dimiliki masih belum dapat
dioptimalkan pengembangannya. Ada beberapa tempat-tempat di Kabupaten
Trenggalek yang potensial dan dapat dikembangkan menjadi objek wisata.
Pengembangan objek baru sangat diperlukan guna menambah destinasi alternatif
bagi para wisatawan agar tidak menimbulkan kejenuhan. Objek wisata tidak harus
selalu berupa tempat atau situs. Tapi juga bisa berupa kegiatan atau aktivitas menarik
yang bisa mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam urat nadi
perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Karena, pariwisata menjadi salah satu
penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila PAD meningkat, secara tidak
langsung kesejahteraan masyarakatnya juga akan membaik. Salah satu faktor
penentunya adalah jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun
mancanegara. Untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, para
stakeholder pariwisata di Kabupaten Trenggalek harus bersinergi dalam menjalankan
manajemen wissata dan menerapkan strategi pemasaran yang inovatif.

Capaian kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2016
sebagaimana dijabarkan pada table berikut :

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

Uraian Satuan Th.2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
Jumlah Kunjungan
Wisata orang 482.161 535.499 581.614 595.938
PAD Sektor Pariwisata (Rp.) - - 5915720900 6.172.369.250

Jumlah destinasi
wisata alam dan
buatan yang
berkembang
Jumlah SDM
pariwisata yang
memiliki kompetensi
sesuai standar
kompetensi
kepariwisataan
Jumlah desa wisata
yang terbentuk

obyek wisata - - 5 5

orang 32 33 180 415

Desa - - 2 8

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek

PERTANIAN
Pertanian dan Perkebunan

Pada tahun 2016 produksi pertanian tanaman pangan untuk padi dengan
hasil produksi mencapai 210.925 ton, jagung mencapai 98.668 ton, ubi jalar
mencapai 134 ton, kacang tanah mencapai 2.347 ton, dan produksi kedelai
mencapai produksi 9.202 ton.

Perkembangan Produksi Hasil Pertanian Tahun 2013-2016 dijelaskan pada tabel

berikut :
Tabel 2.49 Produksi Hasil Pertanian (ton)
Uraian Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016"
Padi 177.636 169.608 184.604 210.925,00
Jagung 63.423 76.294 90.959 98.668,00
Kacang kedelai 5.933 8.367 10.326 9.202,00
Ubi kayu 336.309 425.617 350.727 205.653,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek
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Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Trenggalek dituntut
untuk tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial yang
merupakan indikator pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan yang
lestari. Jenis komoditi perkebunan yang cukup potensial dan merupakan tanaman
unggulan di Kabupaten Trenggalek antara lain adalah kelapa, nilam, coklat,
cengkeh, dan tebu. Tabel berikut menjelaskan jumlah produksi hasil perkebunan di
Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016.

Tabel 2.50 Produksi Hasil Perkebunan (ton)

Uraian Satuan Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016"
Coklat ton 664,75 869,75 820,10 117190
Kelapa ton 8.689,25 10.475,75 10.399,75 15.960,14
Cengkeh ton 319,75 551,25 2.462,96 1838,12
Kopi ton 1745 179,75 291,95 316,32
Nilam ton 360,75 313,75 - 920,00
Janggelan ton 179,25 313,75 21.642 544,53

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek

Komoditi hortikultura pada umumnya terjadi fluktuasi produksi dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2013 produksi cabe 491,2 ton dan pada tahun 2014 kembali
meningkat menjadi 640 ton, sedangkan pada tahun 2015 turun kembali menjadi
sebesar 437,6 ton dan tahun 2016 turun mencapai 393,30 ton. Untuk komoditi
biofarmaka dan buah-buahan, produksinya mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Adapun tabel berikut menjelaskan tentang jumlah produksi komoditas
hortikultura di Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2016 :

Tabel 2.53 Produksi Hasil Hortikultura (ton)

Jenis Hortikultura Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
Lombok/ Cabe 4912 640 437,60 393,30
Bawang merah 49,12 64 63,00 25,20

Sayuran 365,83 413,20 709,20 379,60
Buah-buahan 10.161,82 40.213,00 41.754,20 5287511
Biofarmaka 4.593,00 4.806,00 5.370,70 5.962,44

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek

Peternakan

Komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2016
dengan populasi tertinggi ada 7 hewan ternak, sebagaimana diuraikan pada lokasi
konsentrasi sebagai berikut :

Tabel 2.51 Potensi Produksi Peternakan Tahun 2013-2016 (ekor)

No. Komoditas 2013 2014 2015 20169 Lokasi Konsentrasi
Unggulan (Kecamatan)

Bendungan,

1 Sapi Potong 29.905 31431 32.668 33.887 | Panggul, Tugu,
Karangan

2 | sapiPerah 4347 4567 4831 5191 | Bendungan, Pule,
Suruh

3 | Kambing 233.965 340,635 362.287 383369 | Pule. Dongko,
Panggul, Kampak

4 | Ayam Potong 500098 | 1864000 | 1919920 | 1944504 | Kampak Gandusari
Karangan, Durenan

5 | AyamBuras 824.081 853.450 908517 952033 | Pule, Tugu, Dongko,
Pogalan

6 | Itik 92.179 165.200 172532 179,193 | Durenan, Gandusari,
Pogalan, Tugu
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No. Komoditas 2013 2014 2015 20169 Lokasi Konsentrasi
Unggulan (Kecamatan)
Burun Durenan, Kampak,
7 g 142.904 148,523 157.422 173.864 | Gandusari,
Puyuh
Karangan

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek

Produksi Daging di Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan
tiap tahunnya, pada tahun 2016 mengalami kenaikan mencapai 5.817,43 ton yang
menyebar di 14 Kecamatan. Demikian hal juga pada produksi telur, pada periode
tahun 2016 komoditi telur mencapai 3.136,72 ton cenderung meningkat tiap
tahunnya. Sedangkan untuk komoditi susu di tahun 2016 mengalami kenaikan dengan

hasil produksi sebesar 6.995,19 ton.

Tabel berikut menjelaskan produksi daging, telur dan susu komunitas

peternakan di Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2016:

Tabel 2.52 Produksi Daging, Telur dan Susu di Kab. Trenggalek Tahun 2013-2016

No.

Komoditas

Daging
Telur
Susu

Satuan

ton

ton
ton

2013

4704

1918
6.412

2014

4.985

2732
6.566

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek

PERDAGANGAN

2015

5773

3.008
6.325

20169

581743

3.136,72
6.995,19

Dalam menunjang perekonomian berbasis kerakyatan, Pemerintah Daerah
telah membangun pasar-pasar daerah. Lebih jelasnya, gambaran umum kondisi pasar
daerah sampai dengan Tahun 2016 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53 Gambaran Umum Kondisi Pasar Daerah di Kabupaten Trenggalek

Luas . Tahun Kondisi
No. Nama Pasar L‘?:nll(:t Lua(s;;a)han Bangunan Il,zlsl;sr g:::::_ll Terakhir Fisik
gkap (m?2) Direnovasi Terakhir
1 | PON Kelurahan 12.000 6.000 | Induk 1949 1975 Cukup
Sumbergedong
2 | sore Kelurahan 1.080 Penunjang 1960 1984 Cukup
Sumbergedong
3 | JARAKAN Desa 430 99 | Penunjang N/A 1985 Cukup
Karangsoko
Kelurahan .
4 BURUNG Surodakan Penunjang N/A N/A Cukup
5 | HEWAN Kelurahan 5150 288 | Induk 1973 2012 Cukup
Tamanan
6 | BASAH/SAYUR Kelurahan 1.881 2600 | Induk 2006 2009 Baik
Sumbergedong
7 MUNJUNGAN Desa Munjungan 3420 500 | Induk 1985 2010 Cukup
8 BENDO Desa Bendorejo 4.050 1543 | Induk 1986 2013 Baik
9 JONGKE Desa Sukorame 3.740 743 | Penunjang 1981 2014 Cukup
10 PULE Desa Pule 8.800 361 | Induk 1945 2014 Cukup
11 TUGU Desa Dermosari 5.800 1568 | Induk 1982 1988 Cukup
12 | KAMPAK Desa 6.180 6180 | Induk 1986 2011 Baik
Bendoagung
13 WATULIMO Desa Slawe 1.892 891 | Induk 1990 2014 Cukup
14 DONGKO Desa Dongko 6.320 2400 | Induk 1985 2013 Cukup
15 KARANGAN Desa Karangan 4.440 1.395 | Induk 1981 2013 Cukup
16 GANDUSARI Desa Sukorejo 4.610 4.610 | Induk 1986 2014 Cukup
17 PANGGUL Desa Wonocoyo 6.320 5.000 | Induk 1985 2012 Cukup
18 KAMULAN Desa Kamulan 3.980 980 | Penunjang 1986 2012 Cukup
19 DURENAN Desa Durenan 11.270 3407 | Induk 1986 2013 Cukup
20 REJOWINANGUN Dgsa . 1.020 557 | Induk 1981 2012 Baik
Rejowinangun
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Luas . Tahun Kondisi
No. Nama Pasar L‘?;m;zt Lua(snl;:l)han Bangunan ll)zl;;i ;::ldl::i Terakhir Fisik
ghap (m2) Direnovasi Terakhir
21 SUKOSARI Desa Sukosari 1.250 375 | Penunjang N/A 2014 Cukup
22 | SUBUH Kelurahan 3.600 Pengecer 1996 2012 Baik
Surodakan

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Berdasarkan data pasar daerah Kabupaten Trenggalek penerimaan retribusi
pelayanan pasar pada tahun 2016 sebesar Rp 2.043.301.790,- atau memberikan
kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 102,17 % dari total PAD
Rp 222.709.757.184,66,- pada tahun 2016.

Dalam melaksanakan urusan perdagangan pemerintah tetap akan menjadikan
ekonomi kerakyatan sebagai pilar penggerak perekonomian. Ekonomi kerakyatan
merupakan sistem ekonomi yang berpusat pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana
dalam pengelolaan sumberdayanya lebih diperankan oleh rakyat sendiri secara
bersama dan swadaya dalam kegiatan ekonominya. Serbuan produk dan jasa asing
yang kemudian mengubah perilaku dan gaya hidup konsumen saat ini harusnya dapat
dilihat bukan sebagai hambatan akan tetapi tantangan untuk memasuki zona pasar
baru dalam mengembangkan produk dan jasanya. Pengembangan kualitas mutu,
branding, penguasaan informasi, orientasi pasar global dan sistem manajemen
korporasi hendaknya dapat diadopsi sehingga nantinya diharapkan tidak saja menjadi
tuan rumah ekonomi lokal juga mampu mengembangkan ekspansinya ke pasar
regional, nasional dan internasional.

PERINDUSTRIAN

Perkembangan Industri, khususnya Industri kecil menengah (IKM) selama
periode 2013-2016 menunjukkan trend naik turun. Perkembangan profil IKM
Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.54 Capaian kinerja Urusan Perindustrian di Kab. Trenggalek Tahun 2013-2016

No. Komoditas Satuan 2013 2014 2015 20169

Jumlah IKM kerajinan yang

1 terbina dan jumlah IKM yang unit - - 28 50
ikut dalam even pameran
Jumlah IKM yang memiliki

2 sertifikat halal dan berdaya unit 18 34 60 105
saing
3 Jumlah IKM baru yang terbhina unit - - 20 40

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek

TRANSMIGRASI

Program transmigrasi adalah salah satu program baik pemerintah pusat
dan daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT). Keberangkatan Transmigran asal Kabupaten Trenggalek
mengalami penurunan selama periode tahun 2013-2016 sebagaimana pada tabel
berikut ini:
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2.1.3.4

Tabel 2.55 Keberangkatan Transmigran Tahun 2013-2016

Uraian 2013 2014 2015 2016V

Keberangkatan Transmigran (KK) 75 50 25 16

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH

Dalam bidang pemerintahan, semangat reformasi birokrasi diaplikasikan
dalam penataan aparatur pemerintah daerah baik dalam hal peningkatan kapasitas
sumber daya manusia (knowledge and skill) dan sikap mental (attitude) yang baik.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penataan kelembagaan agar
terbentuk kelembagaan yang mantap dengan struktur dan fungsi yang optimal.

Pada tahun 2015 tercatat jJumlah PNS Daerah Kabupaten Trenggalek berjumlah
9.527 orang. Sedangkan pada akhir tahun 2016 tercatat 8.329 orang jumlah ASN, yang
berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4.314 orang dan 4.015 orang berjenis kelamin
perempuan. Jumlah ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya kerena pada tahun
2013-2016 beberapa PNS pensiun sedangkan pada tahun 2013-2016 Kabupaten
Trenggalek tidak mengadakan perekrutan CPNS karena ada moratorium yang
diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.56 Jumlah PNSD di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016 (orang)

2016
URAIAN 2013 | 2014 2015 Laki- ‘Perempua Total %
Laki n
Golongan:
- Golongan | 378 369 291 235 15 250 3,00
- Golonganil | 1.786 | 1.641 1590 958 471 1429 | 17,16

- Golongan Ill] 3.581 | 3.794 3.836 1581 1.814 3395 | 40,76
- Golongan IV| 4.218 | 4.006 3.810 1.540 1715 3.255 | 39,08

Jumlah 9.963 | 9.810 4531 | 4314 4,015 | 8.329 | 100,00
Pendidikan:
- SD 183 171 159 132 7 139 1,67
- SLTP 349 323 315 246 25 271 3,25
- SLTA/D1 1847 | 1.738 1.686 1.007 480 1487 | 17,85
- D2/D3 1.836 | 1.388 1.339 477 814 1291 | 1550
- §1/52/S3 5.748 | 6.190 6.028 2452 2.689 5141 | 61,72

Jumlah 9.963 | 9.810 9.527 4314 4.015 8.329 | 100,00

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek, 2016

PNS Daerah Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh Pegawai dengan
latar pendidikan S1/52/S3 sebesar 5.141 orang, hal ini menggambarkan kualitas SDM
PNS Daerah Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring
dengan makin meningkatnya persentase jumlah PNS Daerah dengan latar belakang
pendidikan yang lebih tinggi. Persentase PNS Daerah Kabupaten Trenggalek menurut
golongannya didominasi oleh Golongan Il dan Golongan IV, masing masing sebesar
40,76% dan 39,08%. Sedangkan PNS Daerah Kabupaten Trenggalek Golongan | dan
Golongan Il adalah sebesar 3,00% dan 17,16%.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di level
Perangkat Daerah yang menerapkan pelayanan publik (RSUD, Puskesmas, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP) dan
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Pemerintahan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga berusaha
menyediakan sarana prasarana yang memadai.

Dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(e-Government) diantaranya telah diaplikasikan Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk mengimplementasikan usulan dari level desa,
Kecamatan sampai dengan Kabupaten. Akan tetapi, ke depan harus dikembangkan
Integrated Resources Management System (IRMS) yaitu sistem pengelolaan daerah
yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari proses perencanaan
pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran serta
penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengupayakan dengan beberapa hal. Salah
satunya adalah telah diterapkannya Electronic Procurement (E-Procurement) dalam
proses pelelangan sejak tahun 2011 yang diwali dengan pembentukan Lembaga
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Tahun 2011.

Dalam konteks mewujudkan e-Goverment, telah dirintis tata kelola
pemerintahan yang telah terintegrasi dengan berbasis IT di beberapa sektor.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga melakukan restrukturisasi birokrasi melalui
penguatan fungsi kantor pelayanan perijinan dan penanaman modal. Ini semua
dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek meningkat dari
tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat
masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi,
mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas.
Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah meningkatkan
kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang
transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat.
Tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi sorotan utama
masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berakibat pada hilangnya semangat para
pengelolanya, hilangnya harapan dan kepercayaan masyarakat, hilangnya
kepercayaan para pelaku usaha dan investor dan lambatnya roda pembangunan.
Dengan adanya kemudahan akses, kemudian diimbangi dengan integritas jajaran
pengelola pemerintahan, maka dipastikan akan menghasilkan percepatan
pembangunan Kabupaten Trenggalek.

Potensi penguatan proses pembangunan terdapat pula di masyarakat,
maka masyarakat secara terstruktur dan terencana harus dilibatkan dalam proses dan
pengawasan pembangunan Kabupaten Trenggalek, termasuk dalam upaya tindak
pencegahan korupsi. Salah satu media komunikasi partisipasi masyarakat adalah
layanan interaksi online. Masukan dan partisipasi masyarakat harus dipastikan masuk
dan ditanggapi, serta pengaduan permasalahan harus sampai dan dicarikan
solusinya.

Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan FORKOPIMDA,
Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten sekitar, Instansi Vertikal, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat harus terus ditingkatkan untuk menjamin
lancarnya pembangunan daerah.

2.1.4 AspekDaya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah.
Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan kota, daerah dan wilayah
dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara
berkelanjutan. Berbagai potensi investasi ekonomi dapat dipergunakan untuk
meningkatkan daya saing daerah, yang dalam pengelolaannya harus memperhatikan
aspek-aspek lingkungan.
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2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat diantaranya dari indikator
kemampuan daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan untuk masyarakatnya.
Ketersediaan pangan di Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tahun 2013-2016
tercukupi dengan besaran yang fluktuatif, hal ini dipengaruhi antara lain karena
faktor alam atau cuaca. Berikut ini dijabarkan kemampuan ketersediaan pangan di
Kabupaten Trenggalek pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.57 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Trenggalek Tahun
2013-2016

Ket:;z;::laa“ Satuan | Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016
Padi ton 177.636 169.608 | 184.604,00 210.925
Ubi Kayu ton 336.309,30 425617 | 350.727,00 205.653
Jagung ton 63.423,00 76.294,00 90.959,00 98.668
Kedelai ton 5.933,00 8.367,00 10.326,00 9.202
Kacang Tanah ton 3.559,00 2.059,00 2.907,00 2.347
Daging ton 3.528,00 3.738,75 577494 5.817,43
Telur ton 1.399,18 273161 2.824,40 3.136,72
Susu liter 6,237,00 6,387,00 6.153,00 6.995,19
lkan ton 33.415,62 18519,10 | 24.733,492 | 24.733,492

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek

Dari tabel 2.65 diatas dapat diketahui bahwa untuk jumlah ketersediaan pangan
pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir untuk masing-masing komoditi tidaklah
sama tiap tahunnya. Ketersediaan padi tertinggi sebanyak 210.925 ton pada tahun
2016, ubi kayu tertinggi pada tahun 2014 sebanyak 425.617 ton, ketersediaan jagung
tertinggi sebanyak 98.668 ton pada tahun 2016, ketersediaan kedelai tertinggi di
tahun 2015 sebanyak 10.326 ton dan ketersediaan kacang tanah tertinggi 3.559 ton di
tahun 2013.

Sedangkan untuk daging ketersediaan tertinggi pada tahun 2016 sebanyak
5.817,43 ton, telur tertinggi sebanyak 3.136,72 ton pada tahun 2016, ketersediaan susu
tertinggi sebanyak 6.995,19 liter pada tahun 2016 dan untuk ketersediaan ikan
tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 33.414,62 ton.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan
untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Trenggalek.
Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi
berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu
wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.
Fasilitas sarana prasaran wilyah tersebut diantaranya :

Jalan

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna
memperlancar kegiatan perekonomian serta memudahkan mobilitas penduduk dari
satu daerah menuju daerah lainnya. Total panjang keseluruhan jalan Kabupaten
Trenggalek tahun 2016 adalah 1.045,03 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang
113,79 km dan jalan kabupaten sepanjang 931,229 km. Dengan kondisi jalan
sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :
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Tabel 2.58 Kondisi jalan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

Panjan Panjan Panjan Panjan
e R -
Baik 18,70 16,43 - - 661,366 71,24 680,07 65,08
Sedang 74,88 65,81 - - 132,546 14,23 207,43 19,85
Rusak Ringan 2021 17,76 - - 91,757 9,85 111,97 10,71
Rusak Berat - - - - 45,56 4,89 45,56 4,36
Total 113,79 100,00 - - 931,229 100 1.045,03 100,00

Sumber : Dinas PUPR Kab. Trenggalek

Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk
keperluan penerangan maupun peralatan rumah tangga. Dari 157 desa/ kelurahan di
Kabupaten Trenggalek, semuanya telah memperoleh jaringan listrik. Namun
demikian, meskipun jaringan listrik sudah menjangkau seluruh desa/kelurahan yang
ada di Kabupaten Trenggalek, masih ada beberapa rumah tangga yang belum
menikmati listrik. Oleh karena itu diperlukan pengembangan jaringan energi
alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di daerah terpencil seperti
energi mikrohidro.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memperluas jangkauan pelayanannya
hingga seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Pelayanan listrik untuk penduduk
sebagian besar sudah merata keseluruh wilayah Kabupaten Trenggalek, namun
beberapa daerah di kawasan perdesaaan belum terpenuhi pelayanan listrik hal ini
dikarenakan jumlah sambungan dan kondisi geografi kawasan tersebut. Kabupaten
Trenggalek memiliki 1 gardu induk sebagai pusat distribusi listrik ke seluruh wilayah
kecamatan yang berlokasi di perkotaan Kecamatan Trenggalek. Selain itu terdapat
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Esktra
Menengah (SUTM) vyang tersebar di seluruh Kabupaten Trenggalek sebagai
pendukung SUTET tersebut.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan
pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat
dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan
daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan
bagi investor luar daerah yang berkeinginan mananamkan modalnya di daerah.

Ada beragam pilihan lainnya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki
iklim investasi di daerah. Salah satu kebijakan yang terkait dengan hal tersebut adalah
penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam hal ini dilaksanakan
oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Secara teoritis, PTSP dapat meningkatkan
kualitas pelayanan perijinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan
perijinan, pemberian insentif dan kemudahan, serta percepatan waktu penyelesaian.
Rata-rata perijinan terbit tahun 2013-2016 adalah 6,25 per-hari sebagaimana
dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 2.59 Rata-rata Penerbitan Perizinan Tahun 2013-2016

Uraian 2013 2014 2015 2016

Rata-Rata Perijinan

Terbit (hari) 325 3,25 3 3

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Trenggalek Tahun 2016

Selain daripada itu investasi juga membutuhkan kenyamanan dan ketenangan.
Konflik berdampak buruk, kontraproduktif terhadap investasi. Kondisi yang
kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk
menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu.

Untuk itulah, peran pemerintah bersama para pemangku kebijakan seperti
DPRD, aparat keamanan, swasta, LSM, masyarakat, sangat strategis untuk mencegah
konflik dan menciptakan iklim kondusif. Berikut angka kriminalitas di Kabupaten
Trenggalek tahun 2013-2016 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.60 Angka Kriminalitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

Uraian 2013 2014 2015 2016
Jumlah tindak Kriminal 357 358 497 359
selama 1 tahun
Jumlah penduduk 836.778 | 818.797 | 797.275 | 773.926
Angka kriminalitas (1)/(2) x 10.000 427 427 5,86 46
penduduk

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kab. Trenggalek

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN
BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah.
Dimana Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga
pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian
Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 akan tercermin dari capaian indikator
kinerja makro pembangunan daerah yang ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPIMD merupakan
rencana pembangunan yang dijabarkan melalui kebijakan, program dan kegiatan tahunan
dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang dimiliki daerah, serta tetap
memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan
melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan melihat capaian Indikator Kinerja
Makro Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Adapun capaian Indikator
Kinerja Makro Pembangunan Daerah pada tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel 2.61
sebagai berikut :
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Tabel. 2.61 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

LGl Realisasi
No. Tujuan Indikator Tujuan | Kinerja Th. |Target 2016
2015 2016

1 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan | Indeks Reformasi N/A 67,50-70,00 67,89
pemerintahan daerah yang bersih, Birokrasi (IRB)
kompeten dan professional, demi
pembangunan yang efektif dan efisien
serta pelayanan publik

2 | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas | Indeks 67,25 67,25-67,75 67,25
pelayanan pendidikan dan kesehatan Pembangunan (2015)

Manusia (IPM)

3 | Mengoptimalkan pengelolaan potensi Indeks Gini (Gini 0,34 %) 0,33-0,34 0,36
pertanian berbasis teknologi tepat guna Ratio)
dan peningkatan kesejahteraan petani,
peternak dan nelayan

4 | Meningkatkan pembangunan, Laju Pertumbuhan 5,03 5,00-5,25 5,07
pemeliharaan dan layanan infrastuktur Ekonomi (LPE)
utamanya yang mendukung (%)
pengembangan pariwisata dan kawasan
strategis

5 | Meningkatkan perluasan lapangan kerja, | Tingkat 4,46 4,40-4,45 3,07
investasi dan ekonomi kerakyatan Pengangguran

Terbuka (TPT)
(%)

6 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas 54,61 54,76-55,09 67,04
dan penyelenggaraan penanggulangan Lingkungan Hidup
bencana (IKLH)

7 | Meningkatkan kualitas kehidupan Indeks 92,76 92,75-93,00 92,81
perempuan dan anak, terjaminnya Pembangunan (2015)
kesetaraan gender dalam pembangunan Gender (IPG)
serta terwujudnya pertumbuhan
penduduk yang seimbang dan berkualitas

8 | Meningkatkan kerjasama, inovasi daerah, | Indeks Desa 0,64 0,69-0,70 0,6541
pemberdayaan masyarakat dan Membangun (IDM)
penguatan pemerintahan desa

9 | Meningkatkan pembangunan karakter Indeks N/A 69,00-70,00 68,92
dan kesalehan masyarakat Kebahagiaan

(Index of
Happiness)

10 | Meningkatkan upaya percepatan Persentase Jumlah 13,38 %) 13,00-13,25 13,02
penanggulangan kemiskinan dan penduduk miskin
kesejahteraan sosial rakyat (%)

Sumber : LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2016

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Tahun 2016

sebagaimana dijabarkan pada tabel 2.61 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai bahan evaluasi
dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan tahun-tahun
selanjutnya dengan penjelasan sebagai berikut :

1.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi merupakan bagian dari tuntutan reformasi secara total
yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan hukum. Reformasi birokrasi
pemerintah daerah dilakukan karena sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada
tidak berjalan maksimal. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata
lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah, indikator keberhasilan dari reformasi birokrasi
meliputi 2 variabel yaitu penunjang (60%) dan variabel hasil (40%). Variabel
penunjang yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan,
penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem
manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja
serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Variabel hasil yaitu terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), pada tahun 2016 Kabupaten Trenggalek
menargetkan sebesar 67,5-70 dengan realisasi 54,19 dan mengalami peningkatan
sebesar 10,09 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 44,10. Meskipun IRB
Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan
dengan IRB tahun 2015, namun IRB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 belum
memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang
optimal guna peningkatan nilai terhadap capaian variabel pengungkit dan variabel
hasil yang memiliki nilai kurang (<5) diantaranya variabel manajemen perubahan
(3,46), penataan peraturan perundang-undangan (3,75), penataan tata laksana (4,09),
penguatan akuntabiitas (4,34), penguatan pengawasan (4,57), peningkatan kualitas
pelayanan publik (4,65), dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (2).

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan
manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang mencakup umur
panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut
memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur
dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk
mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan Harapan Lama Sekolah (HLS)
dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan
indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok
yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan
pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berikut perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Kabupaten Trenggalek :

Grafik 2.10 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016

Th. 2013 Th. 2014 Th, 2015 Th. 2016%)

e b, Troenggalok = i == Prow, latkm

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, Bappeda Prov. Jatim dan RPJMD Kab. Trenggalek
Tahun 2016-2021
*) Angka Sangat Sementara
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Dari grafik sebagaimana tersebut diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus meningkat setiap
tahunnya tetapi angkanya masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Adapun
penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru, dalam perkembangannya IPM
Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 sebesar 65,76, pada Tahun 2014 mengalami
peningkatan menjadi 66,16, pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 67,25.
Sedangkan pada tahun 2016 IPM Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi
67,75.

3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini Rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan
masyarakat. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai O
menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang
memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan
ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-
orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan
agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan
antar penduduk. Apabila Indeks Gini G < 0,3 menunjukkan ketimpangan rendah,
sedangkan ketimpangan sedang 0,3 < G < 05 dan untuk G > 0,5 menunjukkan
ketimpangan yang tinggi.

Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2013
Gini Ratio di Kabupaten Trenggalek sebesar 0,35 mengalami penurunan pada Tahun
2014 menjadi 0,31. Pada Tahun 2015 Gini Ratio di Kabupaten Trenggalek sebesar
0,34 dan tahun 2016 sebesar 0,35 lebih rendah jika dibandingkan Gini ratio Jawa
Timur yang mencapai 0,4, itu menggambarkan ketimpangan pendapatan di
Kabupaten Trenggalek lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan
pendapatan Jawa Timur. Berikut capaian Indeks Gini Kabupaten Trenggalek dan
Provinsi jawa Timur Tahun 2013-2016 sebagaimana digambarkan pada grafik 2.11

Grafik 2.11 Capaian Indeks Gini
Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016

— _..--""""'—;_-:. 0.4
e 0,37
T e G R 0,36
0,33 0,31
2013 2014 2015 2016%)

= === Kab, Trenggalek — oy, et

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, Bappeda Prov. Jatim dan RPJMD Kab. Trenggalek
Tahun 2016-2021
*) Angka Sangat Sementara
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4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

5.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa
di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, biasanya tahunan yang
disajikan dalam besaran %. Dalam pemahaman umum adanya pertumbuhan
disebabkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa dalam tahun tertentu
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum
tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya tentang perekonomian suatu daerah.
Terdapat kemungkinan, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi, tetapi sebagian
masyarakat daerah tersebut tidak ikut menikmati pembangunan karena sebagian
pendapatan dinikmati penduduk daerah lain. Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak
meratanya distribusi pendapatan sehingga menyebabkan kesenjangan atau
ketimpangan antara golongan kaya dan golongan miskin.

Berdasarkan realisasi, capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten
Trenggalek masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD, namun hal tersebut
tidak serta merta dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintahan selama periode
tersebut buruk, karena untuk nilai capaian LPE merupakan variabel ekonomi yang
uncontrolable bagi pemerintah daerah, banyak dipengaruhi akan faktor eksternal yang
terjadi baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Capaian LPE
Kabupaten Trenggalek, meskipun tidak sesuai target yang diproyeksikan akan tetapi
setiap tahun mengalami peningkatan positif dari tahun 2013 sampai tahun 2016,
tetapi capaian tersebut masih di bawah capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi
Jawa Timur. Adapun perbandingan capaian LPE Kabupaten Trenggalek dengan
Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2016 sebagaimana digambarkan grafik 2.12.

Grafik 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016

= i = Proy. latim == Trenggslek
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Sumber : BPS Kab. Trenggalek, Bappeda Prov. Jatim dan RPJMD Kab. Trenggalek
Tahun 2016-2021
*) Angka Sangat Sementara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka diukur sebagai persentase jumlah
penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pengukuran indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka ini dipergunakan sebagai acuan pemerintah dalam
membuka lapangan kerja baru dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program
ketenagakerjaan dari tahun ke tahun serta sebagai bahan evaluasi keberhasilan
pembangunan perekonomian. Adapun perkembangan capaian Tingkat Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Trenggalek maupun Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan
pada grafik 2.13.

Berdasarkan grafik 2.13, capaian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di
Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 sebesar 4,20%, tahun 2015 sebesar 4,46%,
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6.

dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 3,07%. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi
Jawa Timur, angka TPT di Kabupaten Trenggalek tahun 2014 hampir sama nilainya,
namun angka TPT di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015 lebih kecil 0,01% dan
tahun 2016 lebih kecil 1,14% dibanding Provinsi Jawa Timur. Kondisi TPT tahun 2016
ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2015. Hal ini sebagai hasil dari upaya-upaya
yang telah dilakukan antara lain : mengakselerasi pertumbuhan ekonomi;
meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga pendapatannya meningkat;
mendorong aktivitas ekonomi padat karya; serta mendorong pengembangan
kewirausahaan. Oleh karena itu ke depan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten
Trenggalek diarahkan pada upaya-upaya untuk penciptaan lapangan kerja baru,
antara lain peningkatan investasi baik oleh Pemerintah maupun maupun swasta.

Grafik 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016
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Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat untuk mengukur kualitas
lingkungan hidup di suatu daerah. Dengan adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
diharapkan dapat diketahuinya kondisi lingkungan di suatu daerah sehingga dapat
dipergunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan serta diketahuinya pencapaian program-program di
bidang pengelolaan lingkungan hidup. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang
menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya.
Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, IKLH dapat membantu dalam
penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan
sebagaimana diindikasikan oleh angka IKLH. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga
dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan
lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah indeks
kualitas/ pencemaran air, indeks kualitas/ pencemaran udara dan indeks tutupan
hutan/lahan.

Dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021,
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 54,76-55,09. Capaian Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 67,04 yang
terdiri dari indeks pencemaran air sebesar 45,83; indeks pencemaran udara sebesar
95,59; dan indeks tutupan lahan sebesar 61,53. Perkembangan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.62 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2016

Tahun IPA IPU ITH IKLH
2015 36,67 95,19 61,53 64,17
2016 45,83 95,59 61,53 67,04

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek dan LKP] Bupati Trenggalek Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek mangalami peningkatan dalam 2 tahun
terakhir. Nilai IKLH sebesar 67,04 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidupnya
berada pada kategori cukup karena berada pada rentang nilai 66-74. Pada tahun
2016, komponen yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah indeks
pencemaran air yang semula 36,67 pada tahun 2015 menjadi 45,83 pada tahun 2016.
Peningkatan angka indeks kualitas air disebabkan oleh adanya penurunan jumlah
sungai yang berada dalam kondisi cemar sedang.

Capaian IKLH tahun 2016 jika dibandingkan dengan target RPJMD maka dapat
dikatakan bahwa capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Upaya-upaya akan
terus dilakukan untuk meningkatan IKLH agar kualitas lingkungan hidup di
Kabupaten Trenggalek berada pada posisi baik bahkan unggul diantaranya dengan
memperbaiki kualitas air dan melakukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat
keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.
Gender dapat diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan
perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada
kenyataannya sering menimbulkan ketidakadilan bagi kaum perempuan baik
dilingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Oleh karena itu, guna
menghilangkan pendapat maupun pandangan terkait ketidakadilan tersebut
diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan
bernegara (pemerintahan).

Indeks Pembangunan Gender sebagai ukuran pembangunan manusia yang
merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan
khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Dalam RPJMD Kabupaten Trengalek
Tahun 2016-2021 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek ditargetkan
sebesar 92,75-93,00 pada tahun 2016.

Perkembangan IPG di Kabupaten Trenggalek pada periode 2013-2015 terus
mengalami peningkatan. Berkembangnya nilai IPG harus disertai dengan
perbandingan dengan nilai IPM Laki-laki dan IPM Perempuan. IPG mengukur tingkat
pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu
harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhatikan
ketimpangan gender. Kesetaraan gender terjadi jika nilai IPM Perempuan seimbang
IPM Laki-laki atau nilai IPG semakin meningkat.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek dapat
dilihat pada grafik 2.14 dibawah ini.
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8.

Grafik 2.14 Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016

2013 2014 2015 2016™)

Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021
*) Angka Sangat Sementara

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk tingkat
perkembangan desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung
upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan
Desa Mandiri selain itu pengembangan Indeks Desa Membangun dalam Kkaitan
penajaman fokus dan lokus untuk pengembangan program prioritas (program
unggulan dan kegiatan prioritas) yang berdasarkan 3 pendekatan yang disebut
sebagai pilar Desa Membangun Indonesia, yaitu :

a. Jaring Komunitas Wiradesa
Memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan
dalam upaya penduduk desa menegakkan hak dan martabatnya, serta
peningkatan memajukan kesejahteraan mereka, baik sebagai individu, keluarga,
maupun kolektivitas warga desa.

b. Lumbung Ekonomi Desa
Potensi sumber daya di desa bias dikonversi menjadi ekonomi yang di dalamnya
melibatkan adanya modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah yang
mensejahterakan secara ekonomi.

c. Lingkar Budaya Desa
Gerakan pembangunan desa haruslah dilakukan secara kolektivisme, di dalamnya
terdapat kebersamaan, persaudaraan, dan kesadaran mau melakukan perubahan
melampaui panggilan pribadi.

Sebagai basis data, IDM disusun dengan menggunakan data Potensi Desa
tahun 2014 yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu: 1) sosial, 2) ekonomi, dan 3)
ekologi. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variable diturunkan menjadi
indikator operasional. Jumlah variabel dalam IDM sebanyak 22 variabel dan indikator
sebanyak 52 indikator. IDM mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni :

a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan
ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara
berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks
Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
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b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki
potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan
mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah
Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (<) 0,8155
dan lebih besar (>) dari 0,7072.

c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi
Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi
belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa
Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa
Membangun kurang dan sama dengan (<) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.

d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki
potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas
hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa
Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa
Membangun kurang dan sama dengan (<) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.

e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang
mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan
konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki
Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (<) dari 0,4907.

Dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, Indeks Desa
Membangun ditargetkan sebesar 0,65-0,66 pada tahun 2016 dan terealisasi sebesar
0,6541 (termasuk kategori desa berkembang). Angka tersebut merupakan hasil
perhitungan secara mandiri dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0,6377
maka ada peningkatan sebesar 0,0164. Desa berkembang adalah desa yang berpotensi
untuk maju jika mampu mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi untuk
masyarakatnya sehingga meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan mengurangi
angka kemiskinan.

9. Indeks Kebahagiaan (Index of Happiness)

Indeks Kebahagiaan atau yang dikenal juga dengan Index of Happiness adalah
salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat
berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Indeks kebahagiaan merupakan rata-
rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu. Semakin tinggi nilai indeks
menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya,
semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks
kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan
terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara
substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi
kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah
tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial,
8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan. Pada
dasarnya Indeks Kebahagiaan ini sangatlah subyektif tergantung pada persepsi
masing-masing individu. Walaupun bersifat subyektif, indeks kebahagiaan berguna
untuk mengimbangi indeks obyektif yang selama ini digunaan untuk mengukur
kinerja pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021
Indeks Kebahagiaan ditarget sebesar 69-70 pada tahun 2016. Berdasarkan
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pengukuran yang telah dilakukan, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten
Trenggalek pada tahun 2016 mencapai 68,92 atau berada pada kategori bahagia
karena terletak pada rentang nilai 50,01 — 75,00. Indeks kebahagian masyarakat
Kabupaten Trenggalek secara agregrat (keseluruhan) adalah yang terkait dengan
kondisi Keamanan Lingkungan dari tindak kriminal yaitu dengan nilai indeks sebesar
75.66. Urutan kedua dan ketiga indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten
Trenggalek secara agregrat adalah indeks kebahagiaan yang terkait dengan
Keharmonisan Keluarga dengan nilai indeks sebesar 74.51 dan indeks kebahagiaan
yang terkait Kondisi Kenyamanan Lingkungan Tempat Tinggal dengan dengan nilai
indeks sebesar 72.33. Sementara itu, Pendidikan merupakan domain kehidupan yang
memiliki indeks kebahagiaan paling rendah yaitu dengan nilai indeks hanya sebesar
63.73. Angka-angka tersebut menggambarkan ikatan hubungan saling menjaga,
kekeluargaan, kekerabatan, guyup rukun dan silaturahmi merupakan budaya yang
masih dianut oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Jika dilihat dari masing-masing aspek kehidupan (indikator) yang esensial
yang secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan individu,
ternyata masing-masing aspek kehidupan tersebut memiliki besaran kontribusi yang
berbeda-beda terhadap indeks kebahagiaan.Hal ini terjadi karena perbedaan
penilaian mengenai derajat pentingnya setiap aspek kehidupan terhadap tingkat
kebahagiaan secara keseluruhan. Semakin besar kontribusi suatu aspek kehidupan,
menunjukkan semakin penting aspek tersebut bagi indeks kebahagiaan.

Capaian Indeks Kebahagiaan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016
mendekati target yang ditetapkan dalam RPJMD dan berada di atas indeks
kebahagiaan Provinsi Jawa Timur sebesar 68,70 (BPS Prov. Jawa Timur, 2015).

Gambar 2.3 Indeks Kebahagiaan Kabupaten Trenggalek
Berdasarkan 10 Indikator

Hubungan Sosial
8

Rumah dan
asilitas Rumah

65,45

Keamanan
75,6

Pendidikan
63,73

Ket_Waktu_Luang
64,55

Keharmonisan
74,51

Pendapatan_RT
64,43

eadaan_LIngkung

67,62 an
72,33

Pekerjaan
64,73

Sumber : LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2016

Indeks kebahagiaan di Kabupaten Trenggalek terus ditingkatkan dengan
dukungan dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan kondisi
aspek kehidupan masyarakat berdasarkan indikator-indikator yang memiliki peran
aktif dalam kondisi masyarakat. Dukungan dan kebijakan tersebut diarahkan pada
perbaikan-perbaikan seperti peningkatan sarana pendidikan; peningkatan kepuasan
pekerjaan dan kemudahan mencari pekerjaan; serta peningkatan rumah layak huni
dan pembangunan infrastruktur.
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10. Persentase Jumlah Penduduk Miskin

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan
meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi
yang tinggi sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai
upaya ditempuh guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dari segi
perekonomian maupun pemerataan pembangunan. Upaya tersebut merupakan salah
satu upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Target persentase jumlah
penduduk miskin berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021 adalah
13,00-13,25 persen pada tahun 2016. Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek
pada tahun 2016 sebesar 13,02%. Hal ini menunjukkan ada penurunan jumlah
penduduk miskin sebesar 0,36% dibandingkan dengan tahun 2015. Adapun
perkembangan persentase penduduk miskin selama 3 tahun terakhir dapat dilihat
pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.15 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016

Th, 2016%)

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, Bappeda Prov. Jatim dan RPJMD Kab. Trenggalek
Tahun 2016-2021
*) Angka Sangat Sementara

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak
dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten
Trenggalek diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor
yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global.

Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam RKPD Kabupaten Trenggalek 2018
adalah hasil kesimpulan terhadap isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang dihimpun dari
penjaringan aspirasi masyarakat mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum
Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten serta keterkaitannya dengan isu strategis dan
permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Adapun permasalahan daerah
berdasarkan Urusan Pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :
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A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No. Permasalahan Keterangan/ Data Pendukung
1. | Pendidikan
- | Masih kurangnya sarana dan prasarana Data kondisi R.Belajar :
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD : Baik 3948, Rusak Sedang
pendidikan dasar dan menengah 2017, Rusak Berat 262 ruang
SMP : Baik 760, Rusak Sedang 42,
Rusak Berat 86
Data Kondisi Lab. IPA :
SD : Baik 3, Rusak Sedang 1
SMP : Baik 50, Rusak Berat 3
- | Belum semua tenaga pendidik dan tenaga | Jumlah guru yang bersertifikasi
kependidikan memiliki sertifikat sesuai | sejumlah 5539 orang, sedangkan
kompetensinya jumlah total guru sejumlah 8.372
orang
- | Status tanah SD Negeri yang sebagian | Data tahun 2016, tanah SD milik
besar milik Pemerintah Desa, ditengarahi | Pemkab sebanyak 45 bidang, Hibah
tanah yang digunakan sekolah juga ada | sebanyak 73 bidang dan Tanah Desa
hasil tukar guling antara masyarakat | sebanyak 319 bidang
dengan  pemerintah  desa  sehingga
berpontesi menimbulkan sengketa
- | Masih terdapatnya Guru Tidak Tetap (GTT) | Guru Non PNS pada SD sebanyak
dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di tingkat | 1.061 orang dan pada SMP sebanyak
PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan 155 orang. Sedangkan Pegawai Non
Menengah PNS pada SD sebanyak 285 orang dan
pada SMP sebanyak 357 orang
2. | Kesehatan

Masih kurangnya SDM kesehatan (dokter
gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis,
rekam medis, ahli tehnik elektomedik,
penyuluh kesehatan, radigrafer dan non
medis lainnya);

Kondisi saat ini jumlah dokter gigi 17
orang yang dibutuhkan 22 orang,
jumlah perawat 305 orang Yyang
dibutuhkan 411 orang, jumlah bidan
237 orang yang dibutuhkan 290
orang, jumlah apoteker 1 orang yang
dibutuhkan 22 orang, nutrisionis 30
orang yang dibutuhkan 41 orang,
rekam medis 3 orang yang
dibutuhkan 22 orang, ahli tehnik
elektromedik  belum ada yang
dibutuhkan 22 orang, penyuluh
kesehatan 12 orang yang dibutuhkan
22 orang, radiografer lorang yang
dibutuhkan 2 orang).

Belum semua fasilitas kesehatan
(Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan
Poskesdas) menempati tanah milik Pemda

Sebanyak 6 Puskesmas, 60 Puskesmas
Pembantu ( dan 81 Ponkesdes yang
belum menempati tanah milik Pemda

Gedung untuk fasilitas pelayanan
kesehatan (Gedung Puskesmas, Gedung
Pustu dan Gedung Poskesdes) masih
memerlukan untuk direhab/dibangun
baru

8 Gedung Puskesmas, 51 Gedung
Pustu dan 72 Gedung Poskesdes perlu
direhab/dibangun baru

Belum Semua Puskesmas mempunyai
peralatan medis/non medis sesuai

Kondisi pada tahun 2016 jumlah
puskesmas dengan dengan peralatan
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No.

Permasalahan

Keterangan/ Data Pendukung

standart Permenkes No. 75 Tahun 2014
Tentang Puskesmas;

sesuai standar masih masih 4
puskesmas

Belum mempunyai mobil promosi
kesehatan dan mobil distribusi vaksin di
dinas kesehatan;

Pada saat ini promosi kesehatan
dilakukan melalui media cetak,
eletronik dan media tradisional
sehingga sasarannya terbatas,
diharapkan dengan adanya mobil
promosi bisa menjangkau sasaran
lebih luas dengan kemasan yang lebih
menarik.

Pada saat ini pengambilan vaksin ke
propinsi menggunakan mobil
operasional dinas dan vaksin ditaruh
pada coolbox. Sedangkan untuk
distribusi vaksin ke puskesmas
diambil oleh puskesmas dengan
menggunakan termos vaksin.
Sedangkan menurut Standar Efektif
Management Vaksin vaksin
seharusnya didistribusikan sampai
tujuan.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
masih endemis;

Padatahun 2016 jumlah desa
endemis 69 desa (43,93%).

Penyakit HIV/AIDS cenderung meningkat;

Pada tahun 2015 jumlah penderita
HIV/AIDS 49 orang, tahun 2016
jumlah penderita HIV/AIDS sebanyak
64 orang ( 5 meninggal). Sedangkan
pada Bulan Mei 2017 jumlah kasus
39 orang.

Belum semua desa menjadi desa cakupan
Universal Child Immunisation (UCI);

Pada Tahun 2016 jumlah desa UCI
masih mencapai 139 desa (88,54%).

Belum semua desa Open Defecation Free
(ODF);

Pada tahun 2016 jumlah desa ODF
masih mencapai 92 desa (58,59%).
Sehingga masih ada 65 desa yang
belum ODF

Masih adanya kematian ibu karena
melahirkan;

Pada tahun 2014 jumlah ibu
meninggal 10 ibu (AKI : 105,98 per
100.000 kelahiran hidup), tahun 2015
sebanyak 10 ibu (AKI : 110,38 per
100.000 kelahiran hidup) dan tahun
2016 jumlah ibu meninggal 6 ibu (AKI
: 65,73 per 100.000 kelahiran hidup)
serta sampai dengan pertengahan
Bulan Mei 2017 jumlah ibu meninggal
ada 5ibu.

Masih tingginya angka kesakitan penyakit
menular (DBD dan Diare), dan rendahnya
penemuan penderita TB Paru dan Ispa
pneumonia balita dibandingkan dengan
target penemuan.

Angka kesakitan DBD tahun 2016 :
167,66 per 100.000 penduduk lebih
tinggi daripada target rentra dinkes
tahun2016-2021 sebesar 86,5 per
100.000 penduduk; Angka Kesakitan
Diare 244 per 1.000 sedangkan angka
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No.

Permasalahan

Keterangan/ Data Pendukung

kesakitan nasional 270 per 1.000
penduduk Untuk penemuan Ispa
Pneumonia balita tahun 2016
sebanyak 1.406 balita lebih rendah
dari target 2.035 balita. Sedang
penemuan TB paru semua kasus pada
tahun 2016 sebanyak 472 penderita
lebih rendah dari target 447
penderita.

Masih tingginya angka kesakitan penyakit

tidak menular

Penderita Hipertensi pada Tahun
2016 masih menduduki peringkat 2
(dari 10 besar penyakit di Kabupaten)
sebesar 12.975 kasus.

Sedangkan Penderita Diabetes
Melitus Tahun 2016 mengalami
kenaikan dari peringkat 10 menjadi
peringkat 7 dengan jumlah kasus
2.735 orang (5%).

Masih rendahnya kesadaran masyarakat

dalam berperilaku hidup sehat

Jumlah Rumah tangga ber PHBS
(perilaku hidup bersih dan sehat)
pada Tahun 2014 sebanyak 27,89%,
tahun 2015 sebesar 29,19% dan
Tahun2016 sebanyak 33,26%.

BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah),asfiksia

dan cacat bawaan merupakan faktor
penyebab angka kematian bayi

Pada tahun 2016 bayi yang
meninggal dengan penyebab BBLR
sebesar 27,44%, asfiksial3,21% dan
cacat bawaan 11,18%.

Masih ditemukannya kasus balita gizi
buruk;

Pada tahun 2014 masih ditemukan
balita gizi buruk sejumlah 190 balita,
tahun 2015 sebanyak 162 balita dan
tahun 2016 sebanyak 153 balita.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum optimalnya Kualitas layanan jalan

dan jembatan Kabupaten

» Panjang jalan kabupaten
keseluruhan pada tahun 2016
adalah 931.230 km.

» Panjang jalan yang dibangun pada
tahun 2016 adalah 103 km (75 km
jalan kabupaten, 28 km jalan desa).
Total panjang jalan kabupaten dan
jalan desa dalam kondisi baik tahun
2016 adalah 661,366 km.

» Persentase panjang jalan
kabupaten dalam kondisi baik pada
tahun 2016 adalah 71,02%

Kurangnya konektifitas layanan jalan dan

jembatan di wilayah strategis

- Persentase panjang jembatan
kabupaten dalam kondisi baik 97%.

- Realisasi peningkatan jembatan
pada tahun 2016 adalah 69

v’ Persentase panjang jalan yang
ditingkatkan 90,81%
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No.

Permasalahan

Keterangan/ Data Pendukung

seharusnya ditangani sepanjang
51,9 km.

v’ Realisasi peningkatan jalan (jalan
desa dan jalan poros desa)

» Persentase jumlah jembatan yang
ditingkatkan 88,24%

» Realisasi peningkatan jembatan
pada tahun 2016 yang ditangani
adalah sebanyak 15 jembatan
(jembatan desa).

= Persentase panjang jalan yang
mendapatkan pemeliharaan rutin
adalah 68,82 %

= Jumlah panjang jalan yang
seharusnya mendapatkan
pemeliharaan rutin adalah 152,65

v’ Persentase jumlah jembatan yang
mendapatkan pemeliharaan rutin
42 %

v Jumlah jembatan yang seharusnya
mendapatkan pemeliharaan rutin

» Persentase panjang drainase yang
dibangun 24,93%

» Panjang drainase yang dibutuhkan
pada tahun 2016 adalah 60.000 m

» Panjang drainase yang dibangun
pada tahun 2016 adalah 14.955 m

Belum optimalnya database jalan,
jembatan dan jaringan irigasi

+ Database Jalan dan Jembatan
disusun pada tahun 2017 dan
pemutakhiran/ updating data
dilakukan tahun 2018

¢ Persentase Penyusunan Data Irigasi
dan Sumber Daya Air 51,5 %

¢+ Jumlah data Daerah Irigasi di
Kabupaten Trenggalek tahun 2016
adalah 9.708 ha

++ Jumlah data Daerah Irigasi yang
masuk database tahun 2016 adalah
5.000 ha.

Belum optimalnya jaringan irigasi dan
layanan sarana prasarana sumber daya air

= Persentase Panjang talud yang
dipelihara tahun 2016 adalah 22,57
%

= Panjang talud yang seharusnya
mendapatkan pemeliharaan pada
tahun 2016 adalah 7.975 m

= Realisasi panjang talud yang
mendapatkan pemeliharaan tahun
2016 adalah 1.800 m

Belum optimalnya kelembagaan pengelola

» Persentase peningkatan kondisi
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Permasalahan Keterangan/ Data Pendukung

irigasi; jaringan irigasi 43,05%

» Panjang jaringan irigasi kabupaten
pada tahun 2016 adalah 541.886 m

» Realisasi panjang jaringan irigasi
dalam kondisi baik tahun 2016
adalah 233.282 m

» Persentase peningkatan luas areal
sawah sawah yang diairi 46,02%

» Jumlah area sawah yang ada pada
tahun 2016 adalah 9.708 ha

» Realisasi luas sawah yang diairi
pada tahun 2016 adalah 4.468 ha.

- | Belum optimalnya penyelenggaraan ruang | v" Persentase ketersediaan informasi
mengenai Rencana Tata Ruang
(RTR) pada tahun 2016 terealisasi
62,50% (5 RDTR) dari target 8
RDTR.

Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

- | Belum optimalnya pengelolaan dan » Proyeksi jumlah penduduk yang

pengembangan SPAM terlayani SPAM sampai dengan
tahun 2019 adalah 797.275 jiwa.
Dilaksanakan oleh 3 Perangkat
Daerah yaitu Dinas PKPLH, Dinas
Kesehatan, dan PDAM;

» Cakupan pelayanan akses air
bersih oleh Dinas PKPLH adalah
278.887 jiwa atau 34,98%;

» Realisasi jumlah penduduk yang
terlayani akses air bersih sampai
dengan tahun 2016 adalah
147.509 jiwa;

» Persentase capaian penduduk
terlayani akses air bersih sampai
dengan tahun 2016 terhadap
proyeksi jumlah penduduk adalah
18,50%.

- | Belum optimalnya penyediaan drainase = Proyeksi penyediaan drainase

perkotaan sampai dengan tahun 2019 adalah
39.700 m’;

= Realisasi penyediaan drainase
sampai dengan tahun 2016 adalah
32.740 m,

= Persentase capaian penyediaan
drainase sampai dengan tahun
2016 terhadap proyeksi adalah
82,47%.

- | Belum optimalnya penyediaan rumah ¢ Jumlah MBR tahun 2016 adala